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ABSTRAK 
 
 
 Muhammad Ikram Nur Fuady B11110904 Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya 
Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa (Studi 
Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Sungg) dibawah bimbingan 
bapak M. Syukri Akub sebagai pembimbing I dan bapak Kaisaruddin 
Kamaruddin sebagai pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terkait 
dengan budaya hukum masayarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten 
Gowa dalam perkara putusan No. 66/Pid.B/2012/PN.Sungg dan dan untuk 
mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap perkara No. 66/Pid.B/2012/PN.Sungg. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
dan Desa Manimbohoi, Kecamatan Parigi di Kabupaten Gowa sebagai 
tempat terjadinya perkara dalam putusan. Penulis memperoleh data 
dengan menganalisis kasus putusan dan dengan mengambil data dari 
kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta 
mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang 
berupa wawancara kepada hakim yang berkaitan dalam menangani kasus 
pembunuhan berencana tersebut dan wawancara langsung kepada tokoh 
masyarakat dan tokoh adat di Desa Manimbohoi, Kecamatan Parigi. 
Penulis juga menambah validitas data dengan memberikan kuisioner 
kepada masayarakat Desa Manimbohoi untuk mengetahui alasan 
masyarakat masih memegang teguh hukum adat. 
 Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
a) Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor 
66/Pid.B/2012/PN.Sungg telah sesuai dengan apa yang diatur dalam 
ketentuan KUHAP. Berawal dari Rumusan surat dakwaan  tersebut yang 
sesuai dengan hasil pemeriksaan  penyidikan  untuk kemudian diajukan 
dalam persidangan. Tuntutan Jaksa  Penuntut Umum juga telah sesuai 
dengan Pasal-Pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa H. Mantang 
Dg. Naba  adalah kurang cermat. Fakta-fakta yang  terungkap 
dipersidangan berdasarkan tiga alat bukti yakni keterangan saksi, 
keterangan terdakwa dan petunjuk maka selanjutnya Hakim 
berkesimpulan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam  Pasal 340 
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. b) Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam putusan No. 66/Pid.B/2012/PN.Sungg 
menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 183 KUHAP berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, 
keterangan terdakwa dan petunjuk sehingga hakim memperoleh 
keyakinan bahwa terdakwa H. Mantang Dg. Naba sebagai pelaku 
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pembunuhan berencana tersebut. Selain itu, terdapat beberapa 
pertimbangan hukum yang menyangkut berat ringannya pidana 
(strafmaat) , yaitu hal-hal yang meringankan brupa motif siri’ na pesse’ 
yang tidak secara tegas dicantumkan dalam putusan. Menurut penulis 
seharusnya motif siri’ na pesse’ yang diketahui adalah nilai-nilai hidup 
masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa masih 
dipegang teguh oleh masyarakatnya, sehingga sepatutnya siri’ na pesse’ 
ini bisa menjadi hal yang meringankan pidana dan harus secara tegas 
dituangkan dalam putusan.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Negara hukum adalah Negara yang selalu menyelesaikan setiap 
masalah dengan proses hukum demi tercapainya keadilan bagi rakyatnya. 
Begitupun dengan Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu 
Negara yang menerapkan hukum sebagai panglima terdepan dalam 
menyelesaikan masalah. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas 
dan jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat, menuntut 
perkembangan perbaikan sistem hukum harus terus dilakukan. Demikian 
pula sebagai Negara hukum harus mempertahankan ketertiban hukum 
dengan menyelenggarakan penegakan hukum demi tercapainya tujuan 
hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 
Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang 
hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem 
hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur 
hukum 1 . Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbal balik 
sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan 
hukum yang optimal. 
                                                          
1
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence), Kencana, Jakarta, hal. 204 
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Sistem hukum di Indonesia saat ini lahir dengan proses sejarah 
yang panjang. Mendapatkan pengaruh dari beberapa sistem hukum, yaitu 
sistem hukum eropa continental, sistem hukum anglosaxon, sistem hukum 
islam, dan sistem hukum adat. Sehingga dalam menyelesaikan suatu 
perkara, seorang hakim harus dengan cermat kasus posisi dan melihat 
segala sumber hukum termasuk juga sumber hukum berupa kebiasaan. 
Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat setempat, 
sehingga suatu putusan hakim bisa diterima dan dimengerti oleh 
masyarakat.  
Dalam perkembangannya, terdapat putusan hakim yang terkesan 
tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, 
sehingga putusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan nilai yang hidup 
dalam masyarakat. Adapun juga pengetahuan masyarakat yang minim 
akan sistem hukum Indonesia membuat suatu putusan hukum yang sah 
sulit untuk diterima. Sebagai salah satu contoh dari sekian budaya 
masyarakat Indonesia adalah budaya Siri’ na Passe’  di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari empat suku besar, yakni Suku 
Makassar, Suku Bugis, Suku Mandar, dan Suku Toraja. Dari empat suku 
tersebut memiliki budaya Siri’ na Pacce  yang sangat menjunjung tinggi 
rasa malu, kehormatan, harga diri, dan kebersamaan. Dalam sebuah 
seminar tentang masalah siri’ di Ujung Pandang ( sekarang Makassar ) 
pada tahun 1977, pada awalnya mengartikan siri’ itu sama dengan “balas 
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dendam” karena banyaknya pembunuhan di Sulawesi Selatan yang 
dilakukan dengan alasan siri’ yaitu penghinaan.  
Terakhir yaitu, Pesse’ atau Pacc’e adalah nilai budaya yang tidak 
terpisahkan pula dengan siri’ adalah  pess’e / Essie  bahwa (Bugis) atau 
“pacce“ (Makassar) yang berarti pedih yang secara harfiah bermakna 
perasaan pedih dan perih yang dirasakan meresap dalam kalbu 
seseorang karena melihat penderitaan orang lain. Ia berfungsi sebagai 
alat penggalang persatuan.  
Di daerah Sulawesi Selatan termasuk sebagian wilayah di 
Kabupaten Gowa yang merupakan bagian dari suku Makassar masih 
memegang budaya Siri’ na Pesse’. Tetapi, angka kejahatan terhadap 
nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak 
terjadi. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai 
motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya 
korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku 
sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana 
penganiayaan ataupun pembunuhan. 
Tindak pidana pembunuhan sering terjadi di Kabupaten Gowa juga 
biasa terjadi akibat pelanggaran hukum adat terkait budaya siri’ na pesse’. 
Hukum adat di bumi Sulawesi Selatan yang bersifat kosmis (menjaga 
keseimbangan dunia) dan bersifat komunal (kolektif), sehingga bila ada 
sedikit gangguan yang sifatnya dianggap dapat merusak keseimbangan, 
maka harus segera dibersihkan atau disucikan.  
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Dalam ukuran nilai aktual yang dipandang sepadan dengan harga 
diri, adalah kelayakan dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui dan 
diperlakukan sama oleh setiap orang terhadap sesamanya. Orang yang 
tidak memperoleh perlakuan yang layak dari sesamanya itu merasa harga 
dirinya dilanggar. Dalam kalimat bahasa Makassar, orang yang 
diperlakukan tidak layak itu dapat berkata : napasiri’ka2.  
Perlakuan yang tidak layak itu, dapat berupa pelanggaran hak 
penghinaan dan sejenisnya dapat menimbulkan reaksi yang keras dari 
orang yang napakasiri’ berupa pembunuhan atau tindakan lain yang 
menunjukkan sebagai reaksi yang berasal dari seseorang yang 
bertempramen tinggi. Sehingga tindak pidana pembunuhan yang sering 
terjadi di Kabupaten Gowa terkait masalah pelanggaran siri’ na pesse’ 
dilakukan berdasarkan putusan musyawarah adat yang bisa dikatakan 
telah direncanakan dan dilakukan beramai-ramai (massa) oleh anggota 
masyarakat.  
Tindakan ini yang dinilai sebagai implementasi nilai pesse’ dan 
dianggap tidak menyimpang oleh masyarakat setempat. Sedangkan 
tindak pidana pembunuhan tersebut secara otomatis telah berbenturan 
dengan nilai hukum pidana positif kita, yaitu KUHPidana (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana). Sedangkan mengenai sanksi adat berupa 
pembunuhan itu sah dilakukan karena merupakan suatu putusan ketua 
adat. 
                                                          
2
 Mattulada dkk, , 2009, Siri’ & Pesse’, Pusataka Refleksi, Makassar, hal. 59. 
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  Selain penerapan hukum materil, faktor lain yang berpengaruh 
terhadap pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa yaitu putusan hakim. 
Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan sebagai berikut:  
”hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.”  
Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa peranan hakim bukan 
sekedar penegak hukum tetapi juga penegak keadilan. Dalam 
menjatuhkkan putusan, hakim memiliki pendapat yang berbeda-beda baik 
dari segi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis namun 
tetap memperhatikan nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. 
Hal ini disebabkan seringkali putusan yang dijatuhkan oleh hakim dinilai 
tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.  
Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk 
mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh massa terkait masalah Siri’ Na Pesse’. 
Penulis mengangkat kasus pembunuhan yang pernah terjadi di 
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 
66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa.) 
1.2. Rumusan Masalah 
1) Bagaimanakah  Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak 
Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum 
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Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa dalam putusan 
nomor 66/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa? 
2)  Bagaimanakah pertimbangan hakim dalamn menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana pembunuhan Berencana Terkait Budaya 
Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa dalam 
putusan nomor 66/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa? 
1.3. Tujuan Penelitian 
1) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pembunuhan 
yang dilakukan oleh massa terkait masalah Siri’ na Pesse’ dalam 
putusan nomor 66/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa. 
2) Untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan 
dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh 
massa terkait masalah Siri’ na Pesse’ dalam putusan nomor 
66/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa. 
1.4. Kegunaan Penelitian 
1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 
dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia;  
2) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran 
terhadap penegakan hukum Indonesia, khususnya yang terkait 
dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh massa 
terkait maslah Siri’ na Pesse’; 
3) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran bahwa 
hukum adat di Sulawesi Selatan harus terus dijaga dan harus 
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dirangkaikan secara bersama dalam penegakan hukum di wilayah 
Sulawesi Selatan. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Pengertian Tindak Pidana  
Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi 
digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-
Undang kita telah menerjemahkan istilah strafbaar feit yang berasal dari 
KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-
undangan pidana lainnya dengan istilah tindak pidana.  
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata , yaitu straf, baar, dan feit. Straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan 
dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.3  
Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah 
SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak 
tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau 
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan4. 
Simons, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht 
Belanda, memberikan terjemahan strafbaar feit sebagai perbuatan pidana. 
Menurutnya, Srafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum yang 
                                                          
3
 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 69.   
4
  Achmad Ali, 2010, Yusril Versus Criminal Justice System, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, 
Makassar, hlm. 48. 
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berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu 
bertanggungjawab5. Selain itu, Simons juga merumuskan strafbaar feit itu 
sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum6.  
Vos memberikan defenisi bahwa strafbaar feit adalah kelakuan atau 
tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan 
pidana7.  
Van Hattum berpendapat bahwa istilah strafbaar feit secara 
eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah 
melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat 
dihukum atau suatu feit terzake van hetwelk een person strafbaar is8.  
Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut.  
Selanjutnya E.Utrecht merumuskan strafbaar feit dengan istilah 
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu 
perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-
                                                          
5
 Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
224.   
6
 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.   
7
 Zainal Abidin Farid, Op. Cit., hlm. 225.   
8
 Ibid., hlm. 184.   
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negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan 
atau melalaikan itu)9.  
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk 
adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 
pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana 
atau kesalahan (criminal responbility)10.  
Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi11:  
a. Ada perbuatan;  
b. Ada sifat melawan hukum;  
c. Tidak ada alasan pembenar;  
d. Mampu bertanggungjawab;  
e. Kesalahan;  
f. Tidak ada alasan pemaaaf.  
Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini 
memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act, 
dan criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena 
                                                          
9
 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 98   
10
 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-
Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38.   
11
 Ibid., hlm. 43.   
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itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup 
dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang 
memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.  
Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi12:  
a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;  
b. Ada sifat melawan hukum;  
c. Tidak ada alasan pembenar.  
Berdasarkan uraian pendapat pakar hukum di atas, penulis 
berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh manusia, baik dengan melakukan perbuatan 
yang tidak dibolehkan ataupun tidak melakukan perbuatan yang telah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana. 
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis seperti 
yang telah dijelaskan sebelumnya.  
Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. 
Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:  
 
 
                                                          
12
 Ibid, hlm. 43 
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2.2.1.  Ada Perbuatan Yang Mencocoki Rumusan Delik  
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang 
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu 
hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, 
yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap 
seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh 
sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.  
Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-
unsur yangada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan 
maupun pertanggungjawaban pidananya. 
2.2.2. Ada Sifat Melawan Hukum  
 Dalam dogmatik hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” tidak 
selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi yang 
masing-masing dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. Harus 
selalu ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk 
mengetahui artinya. 
 Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, 
yaitu13 : 
a. Sifat Melawan Hukum Umum 
Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang 
tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan 
                                                          
13
 I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama, PT. Fikahati 
Aneska, Jakart, hlm. 57. 
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pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan 
delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. 
b. Sifat Melawan hukum Khusus 
Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara 
tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan 
syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang 
menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan :sifat 
melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum 
facet”. 
c. Sifat Melawan Hukum Formal 
Istilah ini berarti : semua bagian yang tertulis dari rumusan delik 
telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana). 
d. Sifat Melawan Hukum Materiil 
Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh 
pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum (wederrechttelijk). Menurut Simons, melawan hukum diartikan 
sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak 
orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata 
atau hukum administrasi negara14.  
                                                          
14
 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 52.   
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Selanjutnya menurut Vos, Moeljatno, dan TIM BPHN atau 
BABINKUMNAS memberikan definisi bertentangan dengan hukum artinya 
bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan15. 
2.2.3. Tidak Ada Alasan Pembenar 
Alasan pembenar menhapuskan sifat melawan hukumnya  
perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan 
alsan pembenar menghapuskan dapat dipinanya perbuatan.16 
Pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana 
tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan 
pelakunya tidak dapat dipidana.  
Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:  
a) Daya Paksa Absolut 
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa 
barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu 
kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam 
penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat 
absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu 
                                                          
15
 Ibid., hlm. 53.   
16
 I Made Widnyana, , Op. Cit, hlm. 138. 
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yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih 
jalan lain.17 
Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan menjadi 
dua, yaitu daya paksa absolut (vis absoluta) dan daya paksa relatif (vis 
compulsiva). Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, 
maka bentuk daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan bukan 
perbuatan manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan 
paksaan, maka daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik 
dan psikis.18 
Menurut Adami Chazawi, daya paksa absolut baik yang disebabkan 
oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun 
psikis, adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan yang 
sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga tidak dapat lagi 
berbuat sesuatu selain yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.19 
Vos berpendapat jika vis absoluta dimasukkan ke dalam daya 
paksa dinilai berlebihan, karena pembuat yang dipaksa secara fisik 
sebenarnya tidak berbuat. Perbuatan itu berarti perbuatan yang disadari 
dan orang yang memaksa sebagai pembuat secara langsung. Orang yang 
dipaksa tidak termasuk dalam rumusan delik. Jadi, semestinya mendapat 
putusan bebas bukan lepas dari segala tuntutan hukum.20 
b) Pembelaan Terpaksa  
                                                          
17
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hlm. 63.   
18
 Ibid., hlm. 30.   
19
 Ibid., hlm. 30.   
20
 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 59.   
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Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam Pasal 
49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya 
untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, 
mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau 
kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan 
mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh 
dihukum.”  
 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tersebut ditentukan 
syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat 
dibenarkan. Menurut pasal ini, untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan21 : 
- Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, 
kehormatan kesusilaan atau harta benda; 
- Serangan itu bersifat melawan hukum; 
- Pembelaan merupakan keharusan; 
- Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam 
pasal 49 ayat (1) KUHPidana) 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal 
ini sesuai dengan asas keseimbangan (proporsionaliteit). Selain itu, juga 
dianut asas subsidiaritas (subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan 
kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil 
upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain22. 
                                                          
21
 I Made Widnyana, , 2010, Op.Cit  hlm. 144. 
 
22
 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, 
Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran 
Kausalitas, Op. Cit., hlm.  46. 
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c) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang  
Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-
undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan 
undang-undang tidak dipidana.” 
Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan 
(verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu 
menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung 
dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang 
(bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-
undang23..  
Hoge Raad dalam pertimbangan suatu arrestnya (28-10-1895) 
menyatakan bahwa menjalankan undang-undang tidak hanya terbatas 
pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan 
tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang24. 
Misalnya, undang-undang telah memberikan kewenangan pada 
penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 
seorang tersangka dengan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang 
juga ditetapkan (surat perintah). Dalam melaksanakan kewenangan yang 
diperintahkan oleh undang-undang, penyidik dapat melakukan wujud-
                                                          
23
 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 69.   
24
 Adami chazawi, Op. Cit. hlm. 56.   
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wujud perbuatan tertentu seperti memukul bahkan menembak untuk 
melumpuhkan sepanjang diperlukan. 
d) Menjalankan perintah jabatan yang sah  
Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:  
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan 
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”  
Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang 
memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad 
memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara 
kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan 
perintah jabatan (HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266)25. 
Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan 
tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu 
peraturan. Di samping itu, antara orang yang diperintah dengan yang 
member perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi26. 
2.3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang 
                                                          
25
 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 71.   
26
 I Made Widnyana, 2010, Op. Cit. hlm. 149. 
19 
 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak27. 
Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu 
keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 
3 (tiga) kemampuan28 : 
i. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya 
sendiri; 
ii. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut 
pandangan masyarakat tidak dibolehkan; 
iii. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-
perbuatannya. 
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:  
2.3.1. Mampu Bertanggungjawab  
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang 
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas 
tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan 
hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau 
rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu 
bertanggungjawab” yang dapat dipertanggung-jawab (pidana)-kan29. 
                                                          
27
 Amir Ilyas, Op.Cit, hlm. 73. 
28
 I Made Widnyana, 2010, Op.Cit, hlm. 58. 
29
 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit., hlm. 249.   
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Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab 
(toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya:30 
1) Keadaan jiwanya:  
i.  Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair);  
  ii. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebagainya) dan;  
  iii. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, 
melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam 
dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan 
sadar.  
        2) Kemampuan jiwanya:  
i. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;  
ii. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah 
akan dilaksanakan atau tidak; dan  
iii. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  
2.3.2. Kesalahan 
Pompe mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa verwijtbaar (dapat dicela) dan vermijdbaar (dapat 
dihindari).31 
                                                          
30
 Ibid., hlm. 249   
31
 I Made Widnyana, Op. Cit, hlm. 65. 
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Mezger, menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-
syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan 
perbuatan.32 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab.33 
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk 
kesalahan terdiri dari:  
 Kesengajaan (opzet)  
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadaka 
larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat 
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:34 
i. Sengaja sebagai niat (Oogmerk)  
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik 
yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai 
akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana. 
ii.  Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn)  
                                                          
32
 Ibid. hlm. 65. 
33
 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm 77-78.   
34
 Ibid., hlm. 78-83.   
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Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan 
tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada 
saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.  
iii.  Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn)  
Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik 
bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang 
mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai. 
Sudarto mengatakan, bahwa dalam ilmu pengetahuan dikenal 
beberapa macam kesengajaan, yaitu35 : 
a. Dolus Premeditatus 
Merupakan kesengajaan yang bila tidak ada pengakuan dari 
tersangka, maka harus disimpulkan dari hal-hal yang lahir 
(objective omstandigheden), ialah apa yang terjadi sebelumnya 
atau apa yang dilakukan si pembuat sebelumnya. Terdapat 
dalam delik-delik yang dirumuskan dalam psal 353, 340, 342 
KUHPidana. 
b. Dolus Determinatus dan Indeterminatus 
Unsurnya ialah pendirian bahwa kesengajaan dapat lebih pasti 
atau tidak. Pada dolus determinatus, pembuat misalnya 
menghendaki matinya orang tertentu, sedang pada dolus 
indeterminatus, pembuat misalnya, menembak kearah 
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gerombolan orang, atau menembak penumpang-penumpang 
dalam mobil yang tidak mau disuruh berhenti, atau meracun 
reservoir air minum dan sebagainya. 
c. Dolus Alternativus 
Dalam hal ini, si pembuat menghendaki atau A atau B, akibat 
yang satu atau yang lain. 
d. Dolus Indirectus, Versari inre Illicita 
Ajaran Dolus Indirectus mengatakan bahwa semua akibat dari 
perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau 
tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan 
sengaja. Si pelaku tetap dipertanggungjawabkan dalam hukum 
pidana, meskipun akibat itu tidak dapat dibayangkan sama 
sekali olehnya dan timbul secara kebetulan. 
e. Dolus directus 
Dolus directus berarti bahwa kesengajaan si pembuat tidak 
hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada 
akibat perbuatannya. 
f. Dolus Generalis 
Pada delik materiil harus ada hubungan kausal antara 
perbuatan terdakwa dan akibat yang tidak dikehendaki undang-
undang. 
 
 Kealpaan (culpa)  
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Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan 
menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang 
itu sendiri.  
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu:  
a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak 
perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut 
sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; 
b. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat 
dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang 
oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain 
sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.  
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema 
kelalaian atau culpa yaitu36: 
a. Culpa lata yang disadari (alpa)  
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh.  
b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain 
kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar 
dengan risiko, tetapi tidak demikian. 
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2.3.3. Tidak Ada Alasan Pemaaf  
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai 
melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. 
Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 
terdapat dalam KUHP yaitu:  
a) Daya paksa relative (Overmacht);  
Overmacht merupakan daya paksa relative (vis compulsive) 
seperti keadaan darurat. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) 
daya paksa dilukisakn sebagai kekuatan, setiap daya paksa 
orang berada dalam dwangpositie (posisi terjepit). 
b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces);  
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 
49 ayat (2) KuhPidana. Ciri dari Pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas (noodweer exces) adalah37 : 
- Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer 
exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa 
yang hebat; 
- Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan 
hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan 
jiwa yang hebat; 
- Lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang melampaui 
batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan 
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terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembenar karena 
melawan hukumnya tidak ada. 
c) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa 
mengira perintah itu sah.  
Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, 
perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos 
dari pemidanaan harus memenuhi dua syarat: 
a. Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikad baik  
memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang;  
b. Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus terletak dalam 
ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.  
2.4. Pemidanaan 
Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak 
(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang 
telah melanggar undang-undang hukum pidana. 
2.4.1. Teori Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu : 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 
Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan 
atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada 
perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 
mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-
mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan 
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akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang 
yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan 
tuntutan keadilan. 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai 
pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang 
bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan 
masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah 
agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk 
pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan 
yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang 
ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke 
masyarakat.  
Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu 
preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk 
melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah 
dari masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa 
takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik 
dan jangka panjang. Ada dua macam prevensi yang dikenal yaitu prevensi 
khusus dan prevensi umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa 
sejak mulai dengan ancaman akan pidana sampai kemudian dengan 
dijatuhkannya pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam 
prevensi khusus, suatu hukuman atau ancaman pidana ditujukan kepada 
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si penjahat agar si penjahat takut melakukan kejahatan, sedangkan dalam 
prevensi umum suatu hukuman atau ancaman pidana dimaksudkan agar 
semua oknum takut melakukan kejahatan. 
c. Teori Gabungan  
Teori Gabungan, pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi (1787-
1884). Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, 
karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif 
sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan 
mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu 
kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter 
utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah 
suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.38 
2.4.2. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHPidana 
Pada waktu apa yang disebut Wetboek va Strafrecht voor 
Indonesie, yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal  6 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya telah diubah menjadi 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia hanya 
mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, Pidana Pokok itu terdiri atas:39 
1) Pidana mati, 
2) Pidana penjara, 
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. Lit. A.Z. Abidin, 2010.  Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta hal. 42 . 
     
39
 Lamintang, P.A.F, 2010. Hukum Penitensier  Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
35.   
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3) Pidana kurungan, 
4) Pidana denda, 
Adapun pidana tambahan dapat berupa: 
1) Pencabutan dari hak-hak tertentu, 
2) Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu, dan 
3) Pengumuman dari putusan hakim. 
Dari ketentuan pada Pasal 10 KUHP tersebut, jelaslah bahwa 
stelsel pidana kita menurut KUHP dibedakan dalam pidana pokok dan 
pidana tambahan. Di samping itu urut-urutan dari pidana ini mulai dari 
yang terberat ke yang lebih ringan. Pidana Pokok jelas lebih berat dari 
pidana tambahan. Pidana tambahan biasanya hanya bisa ditambahkan 
pada salah satu pidana pokok, jadi bersifat imperatif. 
Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana 
yang  diatur dalam Pasal 10 KUHP, maka akan uraikan sebagai berikut:40 
1) Pidana Mati 
Jenis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang 
paling banyak mendapat sorotan dan perbedaan pendapat/pandangan. 
Adapun pengertian pidana mati yaitu Hukuman mati ialah suatu hukuman 
atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat 
yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan jahatnya. 
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Terhadap penjatuhan pidana mati itu, KUHP membatasi atas beberapa 
kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti: 
a) Kejahatan terhadap negara ( Pasal 104, Pasak 105, Pasal 111 ayat 
(3), 124 ayat (3) KUHP) 
b) Pembunuhan dengan berencana ( Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 
ayat (3), Pasal 340 KUHP) 
c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang 
memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4)  dan 
Pasal 368 ayat (2) KUHP. 
d) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang 
dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP. 
Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ancaman 
pidana mati  ditemukan juga di dalam perundang-undangan pidana 
khusus lainnya seperti:41 
a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. 
b) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi 
c) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
d) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
                                                          
     
41
Ibid., hlm. 96.  
31 
 
Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang 
sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati 
dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan. 
2) Pidana Penjara 
Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana 
mati. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang 
kemerdekaan. Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama 
waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) 
adalah satu hari dan maksimum (paling lama) lima belas tahun. 
Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun 
apabila : 
a) Kejahatan diancam dengan pidana mati. 
b) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup. 
c) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbaarengan, residive 
atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP. 
d) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 
349 KUHP. 
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih 
dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh 
pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan 
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fatal ini para penegak hukum harus benar-benar 
mengindahkan/memperhatikan azas-azas dan peraturan-peraturan dasar 
yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas 
maksimum penjatuhan pidana. 
3) Pidana Kurungan  
Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana 
penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. 
Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini 
dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 
a) Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani 
pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa 
persetujuannya tidak dapat diangkut  ke suatu tempat lain diluar 
daerah tempat ia tinggal pada waktu itu. (Pasal 21 KUHP). 
b) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan 
yang diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2)  
KUHP. 
c) Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya 
dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP, lembaga yang diatur dalam 
Pasal ini terkenal dengan nama pistole) 
Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat 
dari maksimum pidananya, dmana maksimum pidana kurungan adalah 
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lebih pendek yaitu 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), 
sedangkan pidana penjara maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan 
tertentu dapat menjadi 20 tahun). 
Sebagaimana halnya pidana penjara, pidana kurungan juga 
mengenal minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana 
kurungan adalah 1 hari dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun. 
4) Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua 
dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda 
adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut 
oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh 
karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana 
denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau 
kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas 
nama terpidana. 
Selanjutnya akan di uraikan pula jenis-jenis pidana tambahan 
sebagai berikut : 
1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
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Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti 
hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi 
pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak 
ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu 
pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang 
kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal : 
a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan 
hakim; 
b) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut 
undang-undang dengan suatu putusan hakim. 
Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu 
apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada 
rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam 
dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal: 317, 318, 
334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu 
yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam 
waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur 
hidup.  
Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 
KUHPidana. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak 
tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur dalam Pasal 38 ayat 
(1) KUHPidana. 
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2) Perampasan Barang-Barang Tertentu 
Adapun Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, 
seperti halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah 
dikenal sejak lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana 
perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk 
kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian 
pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan 
konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal 39. 
Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat 
(1) KUHP , antara lain: 
a) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena 
kejahatan, misal uang palsu; 
b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk 
melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang 
digunakan terpidana untuk membunuh. 
Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan 
barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) 
untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang 
tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis 
(pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 
275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, 
surat dagang).  
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Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang 
tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk 
dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada 
saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu 
diletakkan dibawah penyitaan, ataukah 2) atas barang tersebut tidak 
dilakukan sita. 
3) Pengumuman Keputusan Hakim 
Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara 
lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang 
telah diatur di dalam Pasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, 
dan seterusnya, serta Pasal 396 dan seterusnya KUHP. Pada umumnya, 
putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk 
umum (Pasal 195 KUHAP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal 
demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim 
sebagai salah satu pidana. 
Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi 
ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. 
Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk 
menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat 
kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya 
ditanggung terpidana. 
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Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja 
yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan 
pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali 
melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga membuat 
terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang 
sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan 
tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak pidana yang 
sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau perusahaan manapun 
atau apabila orang ingin berhubungan dengan terpidana setelah selesai 
menjalankan pidananya. 
Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang 
bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu 
bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang 
melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh 
terpidana, dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan 
disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang. 
2.5. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 
2006:194), mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya 
mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara 
membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.  
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Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk 
menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan 
sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya 
orang lain dengan syarat bahwa opzet (kesengajaan) dari pelakunya itu 
harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.42  
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana 
pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat 
dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat 
yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan 
demikian, belum dapat dikatakan terjadi suatu tindak pidanab 
pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul. 
Adapun dalam KUHPidana telah diatur kalsifikasi tindak pidana  
pembunuhan dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap jiwa orang, yaitu 
: 
1. Pasal 338 KUHPidana tentang doodslag (pembunuhan biasa); 
2. Pasal 339 KUHpidana tentang pembunuhan dengan pemberatan; 
3. Pasal 340 KUHPidana tentang moord (pembunuhan berencana); 
4. Pasal 341 KUHPidana tentang pembunuhan bayi oleh ibunya; 
5. Pasal 342 KUHPidana tentang pembunuhan bayi oleh ibunya 
yang direncanakan lebih dulu; 
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6. Pasal 344 KUHPidana tentang pembunuhan atas permintaan 
korban; 
7. Pasal 345 KUHPidana tentang Penganjuran dan Pertolongan 
Pada Bunuh Diri  
8.  Pasal 346 s/d pasal 349 KUHPidana tentang pengguruan 
kandungan. 
2.6. Budaya Siri’ na Pesse’  
Dalam budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar, dan 
Toraja) sebuah istilah atau semacam jargon yang mencerminkan identittas 
serta watak orang Sulawesi Selatan, yaitu Siri’ na Pesse. Secara 
lafdzhiyah Siri’ berarti: rasa malu (harga diri), sedangkan pesse yang 
berarti: pedih/pedas (empati, kokoh pendirian). Jadi pesse berarti 
semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau 
kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).43 
Siri’ na Pecce’ (bahasa Makassar) Siri’ na Pesse (bahasa Bugis) 
adalah dua kata yang tak dapat dipisahkan dari karakter orang Bugis-
Makassar dalam mempengaruhi kehidupan di dunia ini. Begitu sakralnya 
kata itu, sehingga apabila seseorang kehilangan Siri’nya atau De’ni gaga 
siri’na, maka tidak ada lagi artinya dia menempuh kehidupan sebagai 
manusia. Bahkan masyarakat Bugis-Makassar berpendapat kalau mereka 
                                                          
43
 Mattulada dkk, Op. Cit. hlm. 55 
40 
 
itu sirupai olo’kolo’e (seperti binatang). Petuah Bugis berkata: Siri’mi 
Narituo (karena malu kita hidup). 
Namun demikian, antara keduanya sangat erat hubungannya dan 
tak dapat dipisahkan, seperti jelas dalam ungkapan-ungkapan berikut: 
punna tena sirita pacceta seng ammantang (Makassar)  
  rekuade sirita engka messa passeta (Bugis). 
Klasifikasi dari siri’ terbagi dalam 2 bagian, yaitu  
Siri’ Ripakasiri’ (malu karena dipermalukan) adalah yang terjadi apabila 
seseorang menghina atau memperlakukan sesamanya manusia diluar 
batas kemanusiaan yang adil dan beradab di depan umum. Misalnya 
menempeleng orang lain, meludahinya di depan umum, melarikan 
anggota keluarga perempuan orang lain. Kemudian Siri’ Mapakasiri’ (malu 
karena mempermalukan), yaitu siri’ yang terjadi apabila ada seorang 
anggota keluarga atau anggota masyarakat yang melakukan tindakan 
yang menimbulkan siri’ (aib), maka keluarga dari yang menghina siri’ 
orang lain harus berusaha mengganti rugi dan menghukum anggota 
keluarganya yang bersalah tersebut.  
a. Makna Siri’ 
 Siri’ yang merupakan konsep kesadaran hukum dan falsafah 
masyarakat Bugis-Makassar adalah sesuatu yang dianggap sakral. Siri’ 
adalah malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat 
manusia, rasa dendam (dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerangka 
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pemulihan harga diri yang dipermalukan). Jadi siri’ adalah sesuatu yang 
tabu masyarakat Bugis-Makassar dalam interaksi dengan orang lain.44 
Bagi pihak-pihak yang terkena Siri’ tetapi hanya diam (tanpa aksi-
aksi perlawanan) dijuluki sebagai: tau tena Siri’na (tak punya rasa malu 
atau tak punya harga diri). Atau dalam bahasa Bugis diungkapkan 
sebagai tau kurang Siri’ (orang yang tak ada harga diri). 
Chabot (1950: 246) seorang sejarawan asing telah melakukan 
penelitian tentang siri’ menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan melebihi 
orang lain, baik secara besar atau kecil, baik dengan angan-angan atau 
sesungguhnya mengakibatkan bahwa yang menderita karena perbuatan 
itu merasa harga dirinya dalam masyarakat terganggu. Tentang orang itu 
dikatakan bahwa merasa dirinya siri’ dan bahwa ia akan membalas 
dendamnya dengan jalan melebihi lawannya itu. 
Pendapat Chabot tersebut didukung oleh survey POLRI terhadap 
sejumlah pelajar SMA dan hasilnya ialah bahwa 97% memberi arti siri’ 
secara luas sehingga siri-siri (malu-malu) yang bisa membuahkan balas 
dendam. 
Sejumlah 32% orang dewasa berpendapat serupa, arti siri’ 
demikian merupakan Das Sein yang berbeda dengan Das Solen. Jikalau 
digunakan kriteria ajaran yang terdapat dalam lontarak, maka apa yang 
dilukiskan oleh Chabot itu termasuk SIRI’ ATI yaitu: rasa cemburu, sakit 
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hati dan dendam, yang justru melawan dengan siri’ yang asli. Sherly 
Errington, seorang antropolog Amerika yang pernah mengadakan 
penelitian di Luwu (1976-1977) antara lain mengemukakan sebagai 
berikut: (1977:2) 
“... untuk orang Bugis atau alasan untuk hidup lebih tinggi atau lebih 
penting daripada menjaga siri’nya, dan kalau merasa tersinggung, 
atau nipakasirik atau dipermalukan mereka lebih senang mati 
dengan perkelahian untuk memulihkan siri’nya daripada hidup 
tanpa siri’. Dan memang orang Bugis Makassar terkenal di 
Indonesia karena dengan mudah mereka suka berkelahi kalau 
dipermalukan tidak sesuai dengan derajatnya. Meninggal karena 
siri’ dikatakan Mate Rigollai, Mate Risantangi, artinya mati diberi 
gula dan santan, artinya mati untuk sesuatu yang berguna. 
Sebaliknya, hanya dengan melakukan kekerasan dengan orang 
dengan alasan politik, atau kepentingan ekonomi, atau dengan kata 
lain alasan perkelahian selain daripada siri’ dianggap semacam 
kotoran jiwa yang dapat menghilangkan kesakitan, kita harus 
mengerti bahwa siri’ itu tidak bersifat menantang saja, tetapi juga 
merupakan perasaan halus dan suci ...”  
Sedangkan dalam http://kem.amri.or.id/2011/etos-siri’na pacce/ 
bahwa  ada empat jenis siri’ yaitu: 
1. Siri’ dalam hal pelanggaran kesusilaan, 
2. Siri’ yang dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk bekerja, 
3. Siri’ yang berakibat kriminal, 
4. Siri’ yang berarti malu-malu (siri’-siri’)  
 Semua jenis siri’ tersebut dapat diartikan sebagai harkat, martabat, 
dan harga diri manusia. 
b. Makna Pesse’ 
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 Pesse’ merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung 
beban dan penderitaan orang lain, meskipun berlainan suku dan ras. 
Pesse/Pacce ini berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, solidaritas, 
kebersamaan, rasa kemanusiaan, dan memberi motivasi pula untuk 
berusaha, sekalipun dalam keadaan yang sangat pelik dan berbahaya. 
Dari pengertian tersebut, maka jelasnya bahwa pesse itu dapat 
memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, membina solidaritas 
antara manusia agar mau membantu seseorang yang mengalami 
kesulitan. Sebagai contoh, seseorang mengalami musibah, jelas 
masyarakat lainnya turut merasakan penderitaan yang dialami rekannya 
itu. Segera pada saat itu pula mengambil tindakan untuk membantunya, 
apakah berupa materi atau nonmateri. 
2.7. Budaya Siri’ na Pesse’ sebagai Alasan Pengurangan Pidana 
Dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini terdapat hal-hal 
yang dapat menghapuskan tindak pidana, yaitu adanya alasan pembenar 
dan adanya alasan pemaaf. Namun, budaya siri’ na pesse’ tidak termasuk 
ke dalam unsur alasan pembenar dan alasan pemaaf tersebut.  
Tindak pidana yang dilakukan dengan alasan siri’ na pesse’ tidak 
menghapus kesalahan-kesalahan terdakwa sebagai pelaku siri’ na pesse’. 
Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, alasan siri’ na pesse’ sebagai 
motivasi atas perbuatan para terdakwa merupakan perimbangan hal-hal 
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yang meringankan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atau 
pidana bagi pelaku siri’ na pesse’.45   
Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 ayat (1), yaitu : 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.  
Andi Zainal Abidin, Hakim Senior Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, berpendapat bahwa di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan siri’ na pesse’, masih 
menganut hukum tidak tertulis. Yang dalam hukum internasional disebut 
convention. Kaedahnya budaya hukum siri’na pesse’ bukan merupakan 
pelengkap dalam menetapkan sanksi pidana atau hukuman, tetapi alasan 
yang meringankan.46 
Jadi, budaya siri’ na pesse’, kalau mau dikaitkan dengan putusan 
pengadilan, apakah dapat dipertimbangkan atau tidak, tergantung pada 
siapa yang memutuskan. Pengurangan hukuman dari yang semestinya 
pun relative tidak ada ukuran. Apalagi siri’ na pesse’ ini lebih didasarkan 
pada perasaan.47 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Lokasi Penelitian  
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai 
bahan analisis dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian 
dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gowa. Pengumpulan data 
dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri 
tersebut merupakan tempat diputus perkara Nomor 
66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa yang merupakan objek sasaran kasus 
yang diangkat oleh penulis.  
 
3.2. Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait 
dengan penulisan skripsi ini.  
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi 
lokasi penelitian, literature, serta peraturan-peraturan yang ada 
relevansinya dengan materi yang dibahas.  
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3.3. Teknik Pengumpulan Data  
1. Wawancara (Interview)  
    Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada 
hakim mengenai pertimbangan hukum yang diambil dalam 
menjatuhkan putusan; 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) berupa : 
 Kuisioner 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
membagikan kuisioner kepada masyarakat Kabupaten Gowa di 
daerah terjadinya perkara dan wilayah lain di Kabupaten Gowa 
untuk mengetahui alasan masih kuatnya hukum adat di 
masyarakat Kabupaten Gowa; 
 Studi Dokumentasi 
Penelitian ini dilakukan dengan merujuk kepada analisis pada 
dokumentasi di lokasi penelitian. 
3.4. Analisis Data  
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder dianalisa secara kuantitif-kualitatif, kemudian 
dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan 
dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang 
berkaitan erat dengan penulisan ini. 
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BAB 4 
                HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Kasus Posisi 
Saksi Syamsul Alam Dg. Parau yang merupakan seorang peternak 
ayam di desa Manimbohoi Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Pada hari 
Senin tanggal 14 November 2011 sekitar jam 08.00 wita, saksi Syamsul 
Alam Dg. Parau pergi ke kandang ayam miliknya untuk melihat 
karyawannya yang sedang membersihkan kotoran ayam lalu sekitar pukul 
08.30 wita, Saksi Saymsu Alam Dg. Parau pulang ke rumah dan 
mendapati isterinya Hj. Enang sedang berzina atau bersetubuh dengan 
Ahmad lalu secara spontan memarangi isterinya sedangkan Ahmad 
berhasil melarikan diri. 
Setelah kejadian itu, Saksi Saymsu Alam Dg. Parau pergi ke rumah 
orang tua saksi yaitu, terdakwa H. Mantang Dg. Naba yang selanjutnya 
memberitahukan bahwa isterinya telah berzina dan atas pemberitahuan 
tersebut, terdakwa H. Mantang Dg. Naba memberitahukan sepada saksi 
Labbiri Dg. Gama sebagai saudara kandung saksi H. Mantang Dg. Naba 
sekaligus sebagai tokoh adat di kampung. 
Pada hari Senin tanggal 14 November 2011 pada waktu malam hari 
bertempat di rumah saksi Syamsul Alam Dg. Parau dilaksanakan 
musyawarah untuk membahas permasalahan yang telah dilakukan oleh 
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isteri saksi Syamsul Alam Dg. Parau dengan Ahmad yang dihadiri oleh 
tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat diantaranya adalah H. Tula, 
Situju, H. Lurang, terdakwa H. Mantang Dg. Naba, saksi Syamsul Alam, 
saksi Labbiri Dg. Gama, dan H. Kila dengan keputusan musyawarah 
adalah melarang keras Hj. Enang dan Ahmad untuk bertempat tinggal di 
daerah Kec. Parigi dan Kec. Tinngimoncong dan apabila melanggar 
keputusan tersebut, maka kedua orang tersebut akan dibunuh karena 
telah melakukan perbuatan siri’ dan selanjutnya keputusan tersebut juga 
diumumkan melalui masjid. 
Pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekitar pukul 07.00 wita 
terdakwa H. Mantang Dg. Naba mendapat kabar bahwa Ahmad sedang 
berada di Kampung Panaikang yang masih masuk ke dalam wilayah Kec. 
Parigi. Kemudian terdakwa H. Mantang Dg. Naba mendatangi rumah saksi 
Labbiri Dg. Gama bin Deke dan Mattu Dg. Labbang Bin Mase, 
menyampaikan keberadaan Ahmad yang diketahui sebelumnya telah 
melakukan perbuatan Siri’  yang telah didapati berzina atau bersetubuh 
dengan Hj. Enang. Selanjutnya saksi Labbiri Dg. Gama bin Deke 
berkeliling kampung bersama-sama dengan terdakwa H. mantang Dg. 
Naba dan mengatakan “Passirikia”, “jemput Ahmad di Panaikang 
kemudian selesaikan apapun akibat hukumnya nanti saya yang 
menanggungnya”. 
Setelah mendengar saksi H. Mantang dg. Naba berteriak passirikia 
dan mendengar “jemput Ahmad di Panaikang kemudian selesaikan 
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apapun akibat hukumnya nanti saya yang menanggungnya”, maka para 
warga desa yang semuanya pria ikut mengikuti H. Mantang  Dg. Naba 
untuk menjemput Ahmad yang dimana seluruh warga desa juga telah 
mengetahui hasil musyawarah adat di rumah Syamsul Alam Dg. Parau. 
Setelah terdakwa H. Mantang Dg. Naba tiba di rumah tempat Ahmad 
ingin dijemput, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul langsung 
naik ke atas rumah dan pada saat itu ada orang yang berteriak mobil mau 
dipakai lalu dijawab oleh terdakwa H. Mantang Dg. Naba pakai saja. 
Salah seorang warga yang bernama Bakkara yang juga menjadi saksi 
perkara ini yang pada awalnya membersihkan rumput lalu datang Dg. 
Palaba dengan mengendarai Suzuki Carry warna hitam berkata “Passisriki 
H.Naba, H.Parau dan Dg. Gama, bahwa Ahmad ada di Kp. Panaikang lalu 
saksi Bakkara bin Dendeng langsung loncat naik ke atas mobil bagian 
belakang mau ikut dimana Ahmad berada selanjutnya saksi Mattu bin 
Labbang sedang berada di rumah yang kemudian lewat mobil Suzukli 
carry warna hitam yang kemudian oleh Akbar dan di bagian belekang 
mobil ada beberapa orang yang saksi tidak kenal kecuali Akbar dan saksi 
Bakkara bin Dendeng mengatakan bahwa Ahmad ada di Panaikang dan 
di perjalanan saksi Muh.Arief juga naik ke atas serta disusul oleh saksi 
Muh.Edi dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya mobil 
tersebut menuju Panaikang dengan tujuan menjemput Ahmad yang 
berada di rumhanya Saguni. 
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Setelah tiba di rumah saksi Syamsul Alam bin Saguni dan saksi 
Saguni bin Maji di Panaikang kemudian saksi Mattu Dg. Labbang lalu 
masuk ke dalam rumah saksi Saguni bin Manji dan menemukan Ahmad 
selanjutnya mengikat dengan tali rotan selanjutnya saksi Mattu Dg. 
Labbang membawa Ahmad naik ke atas mobil Suzuki Carry warna hitam 
dengan plat nomor DD 8808 BB yang dikemudikan oleh Muh. Arief 
sedangkan saksi Bakkara bin Dendeng di bagian bak belakang mobil 
tersebut bersama Akbar yang diikuti oleh saksi Muh. Edi dengan 
menggunakan sepeda motor. 
Mengetahui bahwa Ahmad telah dijemput oleh saksi Mattu Dg. 
Labbang, saksi Muh.Arief bin Sempo, saksi Bakkara bin Dendeng dan 
diikuti oleh saksi Muh.Edi bin Garu, maka saksi Labbiri Dg.Gama yang 
sedang diperjalanan menyusul menjemput Ahmad di rumah Saguni  
memutar balik menyusul mobil yang membawa Ahmad.  
Saat tiba di kampung Daraha desa Majannang, Kecamatan Parigi, 
Kabupaten Gowa, rombongan mobil yang membawa Ahmad berhenti lalu 
Ahmad yang dalam keadaan terikat diturunkan dari atas mobil Pick up DD 
8808 BB warna hitam kemudian saksi Bakkara memukul Ahmad diikuti 
oleh saksi Muh. Edi bin Garu melempari korban dengan batu dan 
mengenai dada Ahmad kemudian saksi Mattu Dg. Labbang memukul 
Ahmad kemudian disusul oleh saksi Bakkara bin Dendeng meninju dada 
Ahmad sebanyak satu kali dan melempari batu yang mengenai kemaluan 
Ahmad lalu saksi Mattu Dg. Labbang lalu beberapa orang lainnya 
51 
 
menyusul secara bersama-sama melempari Ahmad menggunakan batu 
hingga Ahmad meninggal dunia.] 
4.2. Surat Dakwaan      
a. Dakwaan Pertama 
Primair 
Bahwa terdakwa H. Mantang Dg. Naba pada hari Rabu tanggal 16 
November 2011 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidak-tidaknya waktu lain 
dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Kampung atau dusun 
Darah, Desa Majannang, Kabupaten Gowa  atau setidak-tidaknya tempat 
lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang berwenang untuk mengadili perbuatan yang 
dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan  
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Ahmad yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut:    
Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar 
jam 08.00 wita, saksi Syamsul Alam Dg. Parau pergi ke kandang ayam 
miliknya untuk melihat karyawannya yang sedang membersihkan kotoran 
ayam lalu sekitar pukul 08.30 wita, Saksi Saymsu Alam Dg. Parau pulang 
ke rumah dan mendapati isterinya Hj. Enang sedang berzina atau 
bersetubuh dengan Ahmad lalu secara spontan memarangi isterinya 
sedangkan Ahmad berhasil melarikan diri. 
 
Bahwa selanjutnya saksi Syamsul Alam Dg. Parau pergi ke rumah 
orang tua saksi yaitu, terdakwa H. Mantang Dg. Naba yang selanjutnya 
memberitahukan bahwa isterinya telah berzina dan atas pemberitahuan 
tersebut, terdakwa H. Mantang Dg. Naba memberitahukan sepada saksi 
Labbiri Dg. Gama sebagai saudara kandung saksi H. Mantang Dg. Naba 
sekaligus sebagai tokoh adat di kampung. 
 
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2011 pada 
waktu malam hari bertempat di rumah saksi Syamsul Alam Dg. Parau 
dilaksanakan musyawarah untuk membahas permasalahan yang telah 
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dilakukan oleh isteri saksi Syamsul Alam Dg. Parau dengan Ahmad yang 
dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat diantaranya 
adalah H. Tula, Situju, H. Lurang, terdakwa H. Mantang Dg. Naba, saksi 
Syamsul Alam, saksi Labbiri Dg. Gama, dan H. Kila dengan keputusan 
musyawarah adalah melarang keras Hj. Enang dan Ahmad untuk 
bertempat tinggal di daerah Kec. Parigi dan Kec. Tinngimoncong dan 
apabila melanggar keputusan tersebut, maka kedua orang tersebut akan 
dibunuh karena telah melakukan perbuatan siri’ dan selanjutnya 
keputusan tersebut juga diumumkan melalui masjid. 
 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekitar pukul 07.00 
wita terdakwa H. Mantang Dg. Naba mendapat kabar bahwa Ahmad 
sedang berada di Kampung Panaikang yang masih masuk ke dalam 
wilayah Kec. Parigi. Kemudian terdakwa H. Mantang Dg. Naba 
mendatangi rumah saksi Labbiri Dg. Gama bin Deke dan Mattu Dg. 
Labbang Bin Mase, menyampaikan keberadaan Ahmad yang diketahui 
sebelumnya telah melakukan perbuatan Siri’  yang telah didapati berzina 
atau bersetubuh dengan Hj. Enang. Selanjutnya saksi Labbiri Dg. Gama 
bin Deke berkeliling kampung bersama-sama dengan terdakwa H. 
mantang Dg. Naba dan mengatakan “Passirikia”, “jemput Ahmad di 
Panaikang kemudian selesaikan apapun akibat hukumnya nanti saya 
yang menanggungnya”. 
 
Bahwa setelah terdakwa H. Mantang Dg. Naba tiba di rumah tempat 
Ahmad ingin dijemput, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul 
langsung naik ke atas rumah dan pada saat itu ada orang yang berteriak 
mobil mau dipakai lalu dijawab oleh terdakwa H. Mantang Dg. Naba pakai 
saja. 
 
Bahwa selanjutnya saksi Bakkara yang juga menjadi saksi perkara ini 
yang pada awalnya membersihkan rumput lalu datang Dg. Palaba dengan 
mengendarai Suzuki Carry warna hitam berkata “Passisriki H.Naba, 
H.Parau dan Dg. Gama, bahwa Ahmad ada di Kp. Panaikang lalu saksi 
Bakkara bin Dendeng langsung loncat naik ke atas mobil bagian belakang 
mau ikut dimana Ahmad berada selanjutnya saksi Mattu bin Labbang 
sedang berada di rumah yang kemudian lewat mobil Suzukli carry warna 
hitam yang kemudian oleh Akbar dan di bagian belekang mobil ada 
beberapa orang yang saksi tidak kenal kecuali Akbar dan saksi Bakkara 
bin Dendeng mengatakan bahwa Ahmad ada di Panaikang dan di 
perjalanan saksi Muh.Arief juga naik ke atas serta disusul oleh saksi 
Muh.Edi dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya mobil 
tersebut menuju Panaikang dengan tujuan menjemput Ahmad yang 
berada di rumhanya Saguni. 
 
Bahwa setelah tiba di rumah saksi Syamsul Alam bin Saguni dan 
saksi Saguni bin Maji di Panaikang kemudian saksi Mattu Dg. Labbang 
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lalu masuk ke dalam rumah saksi Saguni bin Manji dan menemukan 
Ahmad selanjutnya mengikat dengan tali rotan selanjutnya saksi Mattu Dg. 
Labbang membawa Ahmad naik ke atas mobil Suzuki Carry warna hitam 
dengan plat nomor DD 8808 BB yang dikemudikan oleh Muh. Arief 
sdangkan saksi Bakkara bin Dendeng di bagian bak belakang mobil 
tersebut bersama Akbar yang diikuti oleh saksi Muh. Edi dengan 
menggunakan sepeda motor. 
 
Bahwa pada saat tiba di kampung Daraha desa Majannang, 
Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, rombongan mobil yang membawa 
Ahmad berhenti lalu Ahmad yang dalam keadaan terikat diturunkan dari 
atas mobil Pick up DD 8808 BB warna hitam kemudian saksi Bakkara 
memukul Ahmad diikuti oleh saksi Muh. Edi bin Garu melempari korban 
dengan batu dan mengenai dada Ahmad kemudian saksi Mattu Dg. 
Labbang memukul Ahmad kemudian disusul oleh saksi Bakkara bin 
Dendeng meninju dada Ahmad sebanyak satu kali dan melempari batu 
yang mengenai kemaluan Ahmad lalu saksi Mattu Dg. Labbang lalu 
beberapa orang lainnya menyusul secara bersama-sama melempari 
Ahmad menggunakan batu hingga Ahmad meninggal dunia. 
 
Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Syarifuddin Dg. Ngempo dan 
saksi H.Yajis Dg. Tutu bahwa Ahmad meninggal dunia sebagaimana nukti 
surat berupa Visum Et Repertum dari nomor : 24/VER/PKM-TM/XI/2011 
tanggal 16 November 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Dewi Meida 
Lamtiurna yang hasil pemeriksaan terhadap Ahmad Bin Syarifuddin Dg.  
Ngempo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 
Pemeriksaan luar : 
 
- Luka robek pada pelipis, sepanjang 2 cm 
- Luka pada alis kanan sepanjang 1 cm 
- Tanggal gigi bawah lima buah, atas satu buah 
- Luka robek bibir kanan atas sepanjang 3 cm 
- Lecet pada pipi kiri diameter 6 cm 
- Memar pada bagian bawah kelopak mata kiri 
- Memar pada pelipis kiri 
- Luka lecet pada ubun sebelah kiri panjang 2 cm dan lebar 1 cm 
- Leka lecet pada alis sebelah kiri ats diameter 1 cm 
- Luka lecet pada pipi depan sebelah kanan diameter 4 cm 
- Luka memar pada hidung bawah sebelah kanan diameter 1 cm 
- Luka robek pada dagu kanan   4 cm dan lebar   1 cm 
- Retak pada tulang tengkorak atas depan sebelah kanan 
- Terdapat 3 robekan pada bagian kepala belakang sebelah kanan 
dengan panjang masing-masing   3 cm, 4 cm, 5 cm. 
- Robek pada bagian bahu depan panjang   2 cm, lebar   1 cm 
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- Luka memar pada bahu sebelah kanan dengan diameter masing-
masing ± 3 cm, 5 cm, dan 5 cm 
- Keluar darah segar pada kedua telinga , hidung dan mulut 
- Luka terbuka pada bagian paha sebelah kanan lebar ± 1 cm dan 
panjang ± 1 cm 
- Luka terbuka pada betis sebelah kiri panjang ± 1 cm dan lebar ± 1 
cm. 
 
Kesimpulan. 
 
- Korban meninggal dunia diduga akibat benturan / persentuhan 
dengan benda keras dan tumpul 
- Penyebab langsung kematian tidak diketahui oleh karena tidak 
dilakukan bedah mayat. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 
KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -2 KUHPidana. 
 
 
Subsidair 
 
Bahwa terdakwa H. Mantang Dg. Naba pada hari Rabu tanggal 16 
November 2011 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidak-tidaknya waktu lain 
dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Kampung atau dusun 
Darah, Desa Majannang, Kabupaten Gowa  atau setidak-tidaknya tempat 
lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang berwenang untuk mengadili perbuatan yang 
dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang 
lain yakni korban Ahmad yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:    
Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar 
jam 08.00 wita, saksi Syamsul Alam Dg. Parau pergi ke kandang ayam 
miliknya untuk melihat karyawannya yang sedang membersihkan kotoran 
ayam lalu sekitar pukul 08.30 wita, Saksi Saymsu Alam Dg. Parau pulang 
ke rumah dan mendapati isterinya Hj. Enang sedang berzina atau 
bersetubuh dengan Ahmad lalu secara spontan memarangi isterinya 
sedangkan Ahmad berhasil melarikan diri. 
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Bahwa selanjutnya saksi Syamsul Alam Dg. Parau pergi ke rumah 
orang tua saksi yaitu, terdakwa H. Mantang Dg. Naba yang selanjutnya 
memberitahukan bahwa isterinya telah berzina dan atas pemberitahuan 
tersebut, terdakwa H. Mantang Dg. Naba memberitahukan sepada saksi 
Labbiri Dg. Gama sebagai saudara kandung saksi H. Mantang Dg. Naba 
sekaligus sebagai tokoh adat di kampung. 
 
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2011 pada 
waktu malam hari bertempat di rumah saksi Syamsul Alam Dg. Parau 
dilaksanakan musyawarah untuk membahas permasalahan yang telah 
dilakukan oleh isteri saksi Syamsul Alam Dg. Parau dengan Ahmad yang 
dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat diantaranya 
adalah H. Tula, Situju, H. Lurang, terdakwa H. Mantang Dg. Naba, saksi 
Syamsul Alam, saksi Labbiri Dg. Gama, dan H. Kila dengan keputusan 
musyawarah adalah melarang keras Hj. Enang dan Ahmad untuk 
bertempat tinggal di daerah Kec. Parigi dan Kec. Tinngimoncong dan 
apabila melanggar keputusan tersebut, maka kedua orang tersebut akan 
dibunuh karena telah melakukan perbuatan siri’ dan selanjutnya 
keputusan tersebut juga diumumkan melalui masjid. 
 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekitar pukul 07.00 
wita terdakwa H. Mantang Dg. Naba mendapat kabar bahwa Ahmad 
sedang berada di Kampung Panaikang yang masih masuk ke dalam 
wilayah Kec. Parigi. Kemudian terdakwa H. Mantang Dg. Naba 
mendatangi rumah saksi Labbiri Dg. Gama bin Deke dan Mattu Dg. 
Labbang Bin Mase, menyampaikan keberadaan Ahmad yang diketahui 
sebelumnya telah melakukan perbuatan Siri’  yang telah didapati berzina 
atau bersetubuh dengan Hj. Enang. Selanjutnya saksi Labbiri Dg. Gama 
bin Deke berkeliling kampung bersama-sama dengan terdakwa H. 
mantang Dg. Naba dan mengatakan “Passirikia”, “jemput Ahmad di 
Panaikang kemudian selesaikan apapun akibat hukumnya nanti saya 
yang menanggungnya”. 
 
Bahwa setelah terdakwa H. Mantang Dg. Naba tiba di rumah tempat 
Ahmad ingin dijemput, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul 
langsung naik ke atas rumah dan pada saat itu ada orang yang berteriak 
mobil mau dipakai lalu dijawab oleh terdakwa H. Mantang Dg. Naba pakai 
saja. 
 
Bahwa selanjutnya saksi Bakkara yang juga menjadi saksi perkara ini 
yang pada awalnya membersihkan rumput lalu datang Dg. Palaba dengan 
mengendarai Suzuki Carry warna hitam berkata “Passisriki H.Naba, 
H.Parau dan Dg. Gama”, bahwa Ahmad ada di Kp. Panaikang lalu saksi 
Bakkara bin Dendeng langsung loncat naik ke atas mobil bagian belakang 
mau ikut dimana Ahmad berada selanjutnya saksi Mattu bin Labbang 
sedang berada di rumah yang kemudian lewat mobil Suzukli carry warna 
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hitam yang kemudian oleh Akbar dan di bagian belekang mobil ada 
beberapa orang yang saksi tidak kenal kecuali Akbar dan saksi Bakkara 
bin Dendeng mengatakan bahwa Ahmad ada di Panaikang dan di 
perjalanan saksi Muh.Arief juga naik ke atas serta disusul oleh saksi 
Muh.Edi dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya mobil 
tersebut menuju Panaikang dengan tujuan menjemput Ahmad yang 
berada di rumhanya Saguni. 
 
Bahwa setelah tiba di rumah saksi Syamsul Alam bin Saguni dan 
saksi Saguni bin Maji di Panaikang kemudian saksi Mattu Dg. Labbang 
lalu masuk ke dalam rumah saksi Saguni bin Manji dan menemukan 
Ahmad selanjutnya mengikat dengan tali rotan selanjutnya saksi Mattu Dg. 
Labbang membawa Ahmad naik ke atas mobil Suzuki Carry warna hitam 
dengan plat nomor DD 8808 BB yang dikemudikan oleh Muh. Arief 
sdangkan saksi Bakkara bin Dendeng di bagian bak belakang mobil 
tersebut bersama Akbar yang diikuti oleh saksi Muh. Edi dengan 
menggunakan sepeda motor. 
 
Bahwa pada saat tiba di kampung Daraha desa Majannang, 
Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, rombongan mobil yang membawa 
Ahmad berhenti lalu Ahmad yang dalam keadaan terikat diturunkan dari 
atas mobil Pick up DD 8808 BB warna hitam kemudian saksi Bakkara 
memukul Ahmad diikuti oleh saksi Muh. Edi bin Garu melempari korban 
dengan batu dan mengenai dada Ahmad kemudian saksi Mattu Dg. 
Labbang memukul Ahmad kemudian disusul oleh saksi Bakkara bin 
Dendeng meninju dada Ahmad sebanyak satu kali dan melempari batu 
yang mengenai kemaluan Ahmad lalu saksi Mattu Dg. Labbang lalu 
beberapa orang lainnya menyusul secara bersama-sama melempari 
Ahmad menggunakan batu hingga Ahmad meninggal dunia. 
 
Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Syarifuddin Dg. Ngempo dan 
saksi H.Yajis Dg. Tutu bahwa Ahmad meninggal dunia sebagaimana nukti 
surat berupa Visum Et Repertum dari nomor : 24/VER/PKM-TM/XI/2011 
tanggal 16 November 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Dewi Meida 
Lamtiurna yang hasil pemeriksaan terhadap Ahmad Bin Syarifuddin Dg.  
Ngempo pada kesimpulannya sebagai berikut: 
 
Kesimpulan. 
 
- Korban meninggal dunia diduga akibat benturan / persentuhan 
dengan benda keras dan tumpul 
- Penyebab langsung kematian tidak diketahui oleh karena tidak 
dilakukan bedah mayat. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 
KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -2 KUHPidana. 
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b. Dakwaan Kedua 
 
Primair 
 
Bahwa terdakwa H. Mantang Dg. Naba pada hari Rabu tanggal 16 
November 2011 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidak-tidaknya waktu lain 
dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Kampung atau dusun 
Darah, Desa Majannang, Kabupaten Gowa  atau setidak-tidaknya tempat 
lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang berwenang untuk mengadili perbuatan yang dimuka 
umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan 
sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum 
dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan 
perundang-undang atau perintah yang sah yang diberikan peraturan 
perundang yang menelan korban Ahmad yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut:    
Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar 
jam 08.00 wita, saksi Syamsul Alam Dg. Parau pergi ke kandang ayam 
miliknya untuk melihat karyawannya yang sedang membersihkan kotoran 
ayam lalu sekitar pukul 08.30 wita, Saksi Saymsu Alam Dg. Parau pulang 
ke rumah dan mendapati isterinya Hj. Enang sedang berzina atau 
bersetubuh dengan Ahmad lalu secara spontan memarangi isterinya 
sedangkan Ahmad berhasil melarikan diri. 
 
Bahwa selanjutnya saksi Syamsul Alam Dg. Parau pergi ke rumah 
orang tua saksi yaitu, terdakwa H. Mantang Dg. Naba yang selanjutnya 
memberitahukan bahwa isterinya telah berzina dan atas pemberitahuan 
tersebut, terdakwa H. Mantang Dg. Naba memberitahukan sepada saksi 
Labbiri Dg. Gama sebagai saudara kandung saksi H. Mantang Dg. Naba 
sekaligus sebagai tokoh adat di kampung. 
 
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2011 pada 
waktu malam hari bertempat di rumah saksi Syamsul Alam Dg. Parau 
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dilaksanakan musyawarah untuk membahas permasalahan yang telah 
dilakukan oleh isteri saksi Syamsul Alam Dg. Parau dengan Ahmad yang 
dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat diantaranya 
adalah H. Tula, Situju, H. Lurang, terdakwa H. Mantang Dg. Naba, saksi 
Syamsul Alam, saksi Labbiri Dg. Gama, dan H. Kila dengan keputusan 
musyawarah adalah melarang keras Hj. Enang dan Ahmad untuk 
bertempat tinggal di daerah Kec. Parigi dan Kec. Tinngimoncong dan 
apabila melanggar keputusan tersebut, maka kedua orang tersebut akan 
dibunuh karena telah melakukan perbuatan siri’ dan selanjutnya 
keputusan tersebut juga diumumkan melalui masjid. 
 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekitar pukul 07.00 
wita terdakwa H. Mantang Dg. Naba mendapat kabar bahwa Ahmad 
sedang berada di Kampung Panaikang yang masih masuk ke dalam 
wilayah Kec. Parigi. Kemudian terdakwa H. Mantang Dg. Naba 
mendatangi rumah saksi Labbiri Dg. Gama bin Deke dan Mattu Dg. 
Labbang Bin Mase, menyampaikan keberadaan Ahmad yang diketahui 
sebelumnya telah melakukan perbuatan Siri’  yang telah didapati berzina 
atau bersetubuh dengan Hj. Enang. Selanjutnya saksi Labbiri Dg. Gama 
bin Deke berkeliling kampung bersama-sama dengan terdakwa H. 
mantang Dg. Naba dan mengatakan “Passirikia”, “jemput Ahmad di 
Panaikang kemudian selesaikan apapun akibat hukumnya nanti saya 
yang menanggungnya”. 
 
Bahwa setelah terdakwa H. Mantang Dg. Naba tiba di rumah tempat 
Ahmad ingin dijemput, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul 
langsung naik ke atas rumah dan pada saat itu ada orang yang berteriak 
mobil mau dipakai lalu dijawab oleh terdakwa H. Mantang Dg. Naba pakai 
saja. 
 
Bahwa selanjutnya saksi Bakkara yang juga menjadi saksi perkara ini 
yang pada awalnya membersihkan rumput lalu datang Dg. Palaba dengan 
mengendarai Suzuki Carry warna hitam berkata “Passisriki H.Naba, 
H.Parau dan Dg. Gama”, bahwa Ahmad ada di Kp. Panaikang lalu saksi 
Bakkara bin Dendeng langsung loncat naik ke atas mobil bagian belakang 
mau ikut dimana Ahmad berada selanjutnya saksi Mattu bin Labbang 
sedang berada di rumah yang kemudian lewat mobil Suzukli carry warna 
hitam yang kemudian oleh Akbar dan di bagian belekang mobil ada 
beberapa orang yang saksi tidak kenal kecuali Akbar dan saksi Bakkara 
bin Dendeng mengatakan bahwa Ahmad ada di Panaikang dan di 
perjalanan saksi Muh.Arief juga naik ke atas serta disusul oleh saksi 
Muh.Edi dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya mobil 
tersebut menuju Panaikang dengan tujuan menjemput Ahmad yang 
berada di rumhanya Saguni. 
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Bahwa setelah tiba di rumah saksi Syamsul Alam bin Saguni dan 
saksi Saguni bin Maji di Panaikang kemudian saksi Mattu Dg. Labbang 
lalu masuk ke dalam rumah saksi Saguni bin Manji dan menemukan 
Ahmad selanjutnya mengikat dengan tali rotan selanjutnya saksi Mattu Dg. 
Labbang membawa Ahmad naik ke atas mobil Suzuki Carry warna hitam 
dengan plat nomor DD 8808 BB yang dikemudikan oleh Muh. Arief 
sdangkan saksi Bakkara bin Dendeng di bagian bak belakang mobil 
tersebut bersama Akbar yang diikuti oleh saksi Muh. Edi dengan 
menggunakan sepeda motor. 
 
Bahwa pada saat tiba di kampung Daraha desa Majannang, 
Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, rombongan mobil yang membawa 
Ahmad berhenti lalu Ahmad yang dalam keadaan terikat diturunkan dari 
atas mobil Pick up DD 8808 BB warna hitam kemudian saksi Bakkara 
memukul Ahmad diikuti oleh saksi Muh. Edi bin Garu melempari korban 
dengan batu dan mengenai dada Ahmad kemudian saksi Mattu Dg. 
Labbang memukul Ahmad kemudian disusul oleh saksi Bakkara bin 
Dendeng meninju dada Ahmad sebanyak satu kali dan melempari batu 
yang mengenai kemaluan Ahmad lalu saksi Mattu Dg. Labbang lalu 
beberapa orang lainnya menyusul secara bersama-sama melempari 
Ahmad menggunakan batu hingga Ahmad meninggal dunia. 
 
Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Syarifuddin Dg. Ngempo dan 
saksi H.Yajis Dg. Tutu bahwa Ahmad meninggal dunia sebagaimana nukti 
surat berupa Visum Et Repertum dari nomor : 24/VER/PKM-TM/XI/2011 
tanggal 16 November 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Dewi Meida 
Lamtiurna yang hasil pemeriksaan terhadap Ahmad Bin Syarifuddin Dg.  
Ngempo pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut: 
 
Kesimpulan. 
 
- Korban meninggal dunia diduga akibat benturan / persentuhan 
dengan benda keras dan tumpul 
- Penyebab langsung kematian tidak diketahui oleh karena tidak 
dilakukan bedah mayat. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 160 
KUHPidana. 
 
Subsidair 
 
Bahwa terdakwa H. Mantang Dg. Naba pada hari Rabu tanggal 16 
November 2011 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidak-tidaknya waktu lain 
dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Kampung atau dusun 
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Darah, Desa Majannang, Kabupaten Gowa  atau setidak-tidaknya tempat 
lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang berwenang untuk mengadili perbuatan yang dimuka 
umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan 
sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum 
dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan 
perundang-undang atau perintah yang sah yang diberikan peraturan 
perundang secara bersama-sama yang menelan korban Ahmad yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut:    
Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar 
jam 08.00 wita, saksi Syamsul Alam Dg. Parau pergi ke kandang ayam 
miliknya untuk melihat karyawannya yang sedang membersihkan kotoran 
ayam lalu sekitar pukul 08.30 wita, Saksi Saymsu Alam Dg. Parau pulang 
ke rumah dan mendapati isterinya Hj. Enang sedang berzina atau 
bersetubuh dengan Ahmad lalu secara spontan memarangi isterinya 
sedangkan Ahmad berhasil melarikan diri. 
 
Bahwa selanjutnya saksi Syamsul Alam Dg. Parau pergi ke rumah 
orang tua saksi yaitu, terdakwa H. Mantang Dg. Naba yang selanjutnya 
memberitahukan bahwa isterinya telah berzina dan atas pemberitahuan 
tersebut, terdakwa H. Mantang Dg. Naba memberitahukan sepada saksi 
Labbiri Dg. Gama sebagai saudara kandung saksi H. Mantang Dg. Naba 
sekaligus sebagai tokoh adat di kampung. 
 
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2011 pada 
waktu malam hari bertempat di rumah saksi Syamsul Alam Dg. Parau 
dilaksanakan musyawarah untuk membahas permasalahan yang telah 
dilakukan oleh isteri saksi Syamsul Alam Dg. Parau dengan Ahmad yang 
dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat diantaranya 
adalah H. Tula, Situju, H. Lurang, terdakwa H. Mantang Dg. Naba, saksi 
Syamsul Alam, saksi Labbiri Dg. Gama, dan H. Kila dengan keputusan 
musyawarah adalah melarang keras Hj. Enang dan Ahmad untuk 
bertempat tinggal di daerah Kec. Parigi dan Kec. Tinngimoncong dan 
apabila melanggar keputusan tersebut, maka kedua orang tersebut akan 
dibunuh karena telah melakukan perbuatan siri’ dan selanjutnya 
keputusan tersebut juga diumumkan melalui masjid. 
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Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekitar pukul 07.00 
wita terdakwa H. Mantang Dg. Naba mendapat kabar bahwa Ahmad 
sedang berada di Kampung Panaikang yang masih masuk ke dalam 
wilayah Kec. Parigi. Kemudian terdakwa H. Mantang Dg. Naba 
mendatangi rumah saksi Labbiri Dg. Gama bin Deke dan Mattu Dg. 
Labbang Bin Mase, menyampaikan keberadaan Ahmad yang diketahui 
sebelumnya telah melakukan perbuatan Siri’  yang telah didapati berzina 
atau bersetubuh dengan Hj. Enang. Selanjutnya saksi Labbiri Dg. Gama 
bin Deke berkeliling kampung bersama-sama dengan terdakwa H. 
mantang Dg. Naba dan mengatakan “Passirikia”, “jemput Ahmad di 
Panaikang kemudian selesaikan apapun akibat hukumnya nanti saya 
yang menanggungnya”. 
 
Bahwa setelah terdakwa H. Mantang Dg. Naba tiba di rumah tempat 
Ahmad ingin dijemput, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul 
langsung naik ke atas rumah dan pada saat itu ada orang yang berteriak 
mobil mau dipakai lalu dijawab oleh terdakwa H. Mantang Dg. Naba pakai 
saja. 
 
Bahwa selanjutnya saksi Bakkara yang juga menjadi saksi perkara ini 
yang pada awalnya membersihkan rumput lalu datang Dg. Palaba dengan 
mengendarai Suzuki Carry warna hitam berkata “Passisriki H.Naba, 
H.Parau dan Dg. Gama”, bahwa Ahmad ada di Kp. Panaikang lalu saksi 
Bakkara bin Dendeng langsung loncat naik ke atas mobil bagian belakang 
mau ikut dimana Ahmad berada selanjutnya saksi Mattu bin Labbang 
sedang berada di rumah yang kemudian lewat mobil Suzukli carry warna 
hitam yang kemudian oleh Akbar dan di bagian belekang mobil ada 
beberapa orang yang saksi tidak kenal kecuali Akbar dan saksi Bakkara 
bin Dendeng mengatakan bahwa Ahmad ada di Panaikang dan di 
perjalanan saksi Muh.Arief juga naik ke atas serta disusul oleh saksi 
Muh.Edi dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya mobil 
tersebut menuju Panaikang dengan tujuan menjemput Ahmad yang 
berada di rumhanya Saguni. 
 
Bahwa setelah tiba di rumah saksi Syamsul Alam bin Saguni dan 
saksi Saguni bin Maji di Panaikang kemudian saksi Mattu Dg. Labbang 
lalu masuk ke dalam rumah saksi Saguni bin Manji dan menemukan 
Ahmad selanjutnya mengikat dengan tali rotan selanjutnya saksi Mattu Dg. 
Labbang membawa Ahmad naik ke atas mobil Suzuki Carry warna hitam 
dengan plat nomor DD 8808 BB yang dikemudikan oleh Muh. Arief 
sdangkan saksi Bakkara bin Dendeng di bagian bak belakang mobil 
tersebut bersama Akbar yang diikuti oleh saksi Muh. Edi dengan 
menggunakan sepeda motor. 
 
Bahwa pada saat tiba di kampung Daraha desa Majannang, 
Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, rombongan mobil yang membawa 
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Ahmad berhenti lalu Ahmad yang dalam keadaan terikat diturunkan dari 
atas mobil Pick up DD 8808 BB warna hitam kemudian saksi Bakkara 
memukul Ahmad diikuti oleh saksi Muh. Edi bin Garu melempari korban 
dengan batu dan mengenai dada Ahmad kemudian saksi Mattu Dg. 
Labbang memukul Ahmad kemudian disusul oleh saksi Bakkara bin 
Dendeng meninju dada Ahmad sebanyak satu kali dan melempari batu 
yang mengenai kemaluan Ahmad lalu saksi Mattu Dg. Labbang lalu 
beberapa orang lainnya menyusul secara bersama-sama melempari 
Ahmad menggunakan batu hingga Ahmad meninggal dunia. 
 
Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Syarifuddin Dg. Ngempo dan 
saksi H.Yajis Dg. Tutu bahwa Ahmad meninggal dunia sebagaimana nukti 
surat berupa Visum Et Repertum dari nomor : 24/VER/PKM-TM/XI/2011 
tanggal 16 November 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Dewi Meida 
Lamtiurna yang hasil pemeriksaan terhadap Ahmad Bin Syarifuddin Dg.  
Ngempo pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut: 
 
Kesimpulan. 
 
- Korban meninggal dunia diduga akibat benturan / persentuhan 
dengan benda keras dan tumpul 
- Penyebab langsung kematian tidak diketahui oleh karena tidak 
dilakukan bedah mayat. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 160 KUHP 
jo. Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHPidana. 
 
 
4.3. Tuntutan Penuntut Umum 
 
Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh majelis Hakim , 
selanjutnya Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan No. Reg : PDM-
SNGGU/02/2012 tertanggal 24 Mei 2012 yang menuntut pada pokoknya 
sebagai berikut. 
Menyatakan terdakwa H.Mantang Dg. Naba bin De’ke Dg. Beta terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana dengan memberikan kesempatan 
sarana atau keterangan sengaja menganjurkan tindak pidana 
pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan 
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diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP, 
dalam dakwaan kesatu primair. 
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.Mantang Dg.Naba bin De’ke 
Dg. Beta oleh karena iyu, dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) 
tahun dikurangi masa tahanan yang telah terdakwa jalani selama dalam 
tahanan. 
Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam DD 8808 BB; 
- 1(satu) buah bilah parang panjang bergagang kayu; 
- 7 (tujuh) buah batu gunung, dan 1 (satu) buah keeping CD-R 
warna putih merk Printech, terlampir dalam berkas perkara lain. 
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- 
(lima ribu rupiah). 
4.4. Pertimbangan Hakim 
4.4.1. Pertimbangan Fakta Hukum 
Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar 
jam 08.00 wita, saksi Syamsul Alam Dg. Parau pergi ke kandang ayam 
miliknya untuk melihat karyawannya yang sedang membersihkan kotoran 
ayam lalu sekitar pukul 08.30 wita, Saksi Saymsu Alam Dg. Parau pulang 
ke rumah dan mendapati isterinya Hj. Enang sedang berzina atau 
bersetubuh dengan Ahmad lalu secara spontan memarangi isterinya 
sedangkan Ahmad berhasil melarikan diri. 
 
Bahwa selanjutnya saksi Syamsul Alam Dg. Parau pergi ke rumah 
orang tua saksi yaitu, terdakwa H. Mantang Dg. Naba yang selanjutnya 
memberitahukan bahwa isterinya telah berzina dan atas pemberitahuan 
tersebut, terdakwa H. Mantang Dg. Naba memberitahukan sepada saksi 
Labbiri Dg. Gama sebagai saudara kandung saksi H. Mantang Dg. Naba 
sekaligus sebagai tokoh adat di kampung tersebut. 
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Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2011 pada 
waktu malam hari bertempat di rumah saksi Syamsul Alam Dg. Parau 
dilaksanakan musyawarah untuk membahas permasalahan yang telah 
dilakukan oleh isteri saksi Syamsul Alam Dg. Parau dengan Ahmad yang 
dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat diantaranya 
adalah H. Tula, Situju, H. Lurang, terdakwa H. Mantang Dg. Naba, saksi 
Syamsul Alam, saksi Labbiri Dg. Gama, dan H. Kila dengan keputusan 
musyawarah adalah melarang keras Hj. Enang dan Ahmad untuk 
bertempat tinggal di daerah Kec. Parigi dan Kec. Tinngimoncong dan 
apabila melanggar keputusan tersebut, maka kedua orang tersebut akan 
dibunuh karena telah melakukan perbuatan siri’ dan selanjutnya 
keputusan tersebut juga diumumkan melalui masjid. 
 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekitar pukul 07.00 
wita terdakwa H. Mantang Dg. Naba mendapat kabar bahwa Ahmad 
sedang berada di Kampung Panaikang yang masih masuk ke dalam 
wilayah Kec. Parigi. Kemudian terdakwa H. Mantang Dg. Naba 
mendatangi rumah saksi Labbiri Dg. Gama bin Deke dan Mattu Dg. 
Labbang Bin Mase, menyampaikan keberadaan Ahmad yang diketahui 
sebelumnya telah melakukan perbuatan Siri’  yang telah didapati berzina 
atau bersetubuh dengan Hj. Enang. Selanjutnya saksi Labbiri Dg. Gama 
bin Deke berkeliling kampung bersama-sama dengan terdakwa H. 
mantang Dg. Naba dan mengatakan “Passirikia”, “jemput Ahmad di 
Panaikang kemudian selesaikan apapun akibat hukumnya nanti saya 
yang menanggungnya”. 
 
Bahwa setelah terdakwa H. Mantang Dg. Naba tiba di rumah tempat 
Ahmad ingin dijemput, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul 
langsung naik ke atas rumah dan pada saat itu ada orang yang berteriak 
mobil mau dipakai lalu dijawab oleh terdakwa H. Mantang Dg. Naba pakai 
saja. 
 
Bahwa selanjutnya saksi Bakkara yang juga menjadi saksi perkara ini 
yang pada awalnya membersihkan rumput lalu datang Dg. Palaba dengan 
mengendarai Suzuki Carry warna hitam berkata “Passisriki H.Naba, 
H.Parau dan Dg. Gama”, bahwa Ahmad ada di Kp. Panaikang lalu saksi 
Bakkara bin Dendeng langsung loncat naik ke atas mobil bagian belakang 
mau ikut dimana Ahmad berada selanjutnya saksi Mattu bin Labbang 
sedang berada di rumah yang kemudian lewat mobil Suzukli carry warna 
hitam yang kemudian oleh Akbar dan di bagian belekang mobil ada 
beberapa orang yang saksi tidak kenal kecuali Akbar dan saksi Bakkara 
bin Dendeng mengatakan bahwa Ahmad ada di Panaikang dan di 
perjalanan saksi Muh.Arief juga naik ke atas serta disusul oleh saksi 
Muh.Edi dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya mobil 
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tersebut menuju Panaikang dengan tujuan menjemput Ahmad yang 
berada di rumhanya Saguni. 
 
Bahwa setelah tiba di rumah saksi Syamsul Alam bin Saguni dan 
saksi Saguni bin Maji di Panaikang kemudian saksi Mattu Dg. Labbang 
lalu masuk ke dalam rumah saksi Saguni bin Manji dan menemukan 
Ahmad selanjutnya mengikat dengan tali rotan selanjutnya saksi Mattu Dg. 
Labbang membawa Ahmad naik ke atas mobil Suzuki Carry warna hitam 
dengan plat nomor DD 8808 BB yang dikemudikan oleh Muh. Arief 
sdangkan saksi Bakkara bin Dendeng di bagian bak belakang mobil 
tersebut bersama Akbar yang diikuti oleh saksi Muh. Edi dengan 
menggunakan sepeda motor. 
 
Bahwa oleh saksi Mattu Dg. Labbang, saksi Muh. Arif Sempo, saksi 
Bakkara bin Dendengdan diikuti oleh saksi Muh. Edi bin Garu sudah 
terlebih dahulu menjemput Ahmad lalu mobil yang ditumpangi oleh 
terdakwa Labbiri Dg. Gama memutar pulang dan pada saat tiba di Kp/ 
Dahara, mobil terdakwa Labbiri Dg. Gama berhenti sekitar 30 meter dari 
mobil yang ditumpangi oleh saksi Mattu Dg. Labbang, Ahmad, saksi 
Bakkara bin dendeng, Akbar dan beberapa orang lainnya yang 
dikemudikan oleh Muh. Arif bin Sempo. 
 
Bahwa pada saat tiba di kampung Daraha desa Majannang, 
Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, rombongan mobil yang membawa 
Ahmad berhenti lalu Ahmad yang dalam keadaan terikat diturunkan dari 
atas mobil Pick up DD 8808 BB warna hitam kemudian saksi Bakkara 
memukul Ahmad diikuti oleh saksi Muh. Edi bin Garu melempari korban 
dengan batu dan mengenai dada Ahmad kemudian saksi Mattu Dg. 
Labbang memukul Ahmad kemudian disusul oleh saksi Bakkara bin 
Dendeng meninju dada Ahmad sebanyak satu kali dan melempari batu 
yang mengenai kemaluan Ahmad lalu saksi Mattu Dg. Labbang lalu 
beberapa orang lainnya menyusul secara bersama-sama melempari 
Ahmad menggunakan batu hingga Ahmad meninggal dunia. 
 
4.4.2. Pertimbangan Hakim 
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan pertama primair pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 
KUHP, Subsidair Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP, dakwaan 
kedua primair pasal 160 KUHP, subsidair Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-2 KUHP. 
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Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan 
dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan 
berdasarkan fakta hukum yang lengkap di persidangan yaitu dakwaan 
Kesatu Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang 
unsur-unsur sebagai berikut: 
- Barang siapa; 
- Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan 
jiwa orang lain; 
- Orang yang dengan pemberian , perjanjian, salah memakai 
kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya 
dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan, 
sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. 
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur berikut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut. 
1) Unsur Barang siapa 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah 
subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan 
rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab ats 
segala perbuatannya. 
Menimbang bahwa dipersidangan bahwa terdakwa H. mantang Dg. 
Naba bin Dekke dihadapkan di persidangan didakwa melakukan tindak 
pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan 
berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa 
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bahwa terdakwa H. Mantang dg. Naba bin Dekke adalah sebagaimana 
identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum yang sehat 
jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan mampu untuk 
menanggapi semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut 
Umum dan keterangan saksi-saksi sehingga terdakwa H. Mantang Dg. 
Naba bin Dekke merupakan subyek hukum yang mampu untuk 
bertanggungjawab sehingga tidak terdapat error in persona atau 
kesalahan orang yang didakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu, unsur 
barang siapa telah terbukti. 
2) Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu 
menghilangkan jiwa orang lain. 
 Memimbang bahwa unsur dengan sengaja tidak dapat berdiri sendiri, 
akan tetapi dapat dikaitkan dengan perbuatan yang oleh unsur dengan 
sengaja merupakan suatu elemen dari sikap batin seseorang yang 
meliputi kehendak (willens) dan pengetahuan (wetens) sehingga dengan 
sengaja/kesengajaan haruslah dikaitakan dengan perbuatan mana 
kehendak itu dituju dan akibatnya serta situasi yang melingkupinya. 
 Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang 
merupakan perwujudan kehendak dan pengetahuan haruslah dibuktikan 
bahwa adanya hubungan kausalitas dalam batin pelaku antara motif dan 
tujuan perbutannya. Oleh karena itu, kesengajaan dalam ilmu hukum 
pidana terdapat 3 corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud 
akan kepastian dan dolus eventualis. 
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 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih 
dahulu mengandung pengertian adanya suatu waktu yang cukup telah 
memikirkan serta menimbang-nimbang dilakukan pelaksanaannya. 
 Menimbang bahwa menghilangkan nyawa orang lain mengandung 
pengertian bahwa hilangnya nyawa timbul sebagai akibat dari suatu 
perbuatan sehingga untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa 
seseorang harus melakukan suatu perbuatan dengan sengaja yang dapat 
menimbulkan akibat hilangnya naywa orang lain. 
 Menimbang bahwa keterangan saksi Labbiri Dg. Gama bin Dekke, 
H.Mantang Dg. Naba bin Dekke, saksi Syamsul Dg. Parau bin H.Naba, 
saksi Mattu Dg. Labbang, saksi H.Syarifuddin, saksi Saguni bin Manji, 
saksi Syamsul Alam bin Saguni dan saksi H.Yajis Dg. Tutu serta 
keterangan terdakwa H.Mantang Dg. Naba bin Deke dihubungkan dengan 
bukti surat dan barang bukti, maka hakim memperoleh fakta hukum sesuai 
yang telah diurai sebelumnya di atas.  
 Menimbang bahwa saksi Labbiri bin gama beserta terdakwa 
H.Mantang Dg. Naba bin Deke, saksi Mattu Dg. Labbang, pada azasnya 
sudah mengetahui keputusan dari hasil musyawarah tokoh-tokoh 
masyarakat dan pemangku adat Kec. Parigi dan Kec. Tinggimoncong 
bahwa melarang keras Hj.Enang dan Ahmad untuk bertempat tinggal di 
daerah Kec.Parigi dan Kec. Tinggimoncong selama 7 (tujuh) turunan dan 
apabila melanggar keputusan tersebut, maka kedua orang tersebut akan 
dibunuh karena telah melakukan perbuatan siri’ yaitu berzina sehingga 
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begitu mendengar informasi dan berita bahwa Ahmad pada hari Rabu 
tanggal 16 November 2011 sekitar pukul 07.00 wita berada di Kp. 
Panaikang, baik saksi Labbiri bin Gama maupun terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba, saksi Mattu Dg. Labbang, Bakkara bin Dendeng, saksi Muh.Arif 
bin Sempo, dan saksi Muh.Edi bin Garu yang sudah sejak 2 (dua) hari 
yang lalu engatahui dan menghendaki agar keputusan musyawarah 
tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku adat Kec. Parigi dan 
kec.Tinggimoncong tersebut dilaksanakan yaitu dengan cara menjemput 
Ahmad kemudian pada saat tiba di Kampung Daraha Desa Majannang, 
Kec. Parigi, Kab.Gowa, rombongan mobil yang membawa Ahmad berhenti 
lalu Ahmad dalam keadaan terikat diturunkan dari atas mobil pick up DD 
8808 BB warna hitam kemudian saksi Bakkara memukul Ahmad diikuti 
oleh saksi Muh.Edi bin Garu melempari korban dengan batu dan 
mengenai dada Ahmad kemudian saksi Mattu Dg.Labbang memukul 
Ahmad kemudia disusul oleh Bakkara bin Dendeng meninju dada Ahmad    
sebanyak satu kali dan melempari batu yang mengenai kemaluan Ahmad 
lalu saksi Mattu Dg.Labbang dan beberapa orang lainnya menyusul 
secara bersama-sama melempari Ahmad menggunakan batu hingga 
Ahmad meninggal dunia sebagaimana bukti surat  berupa Visum Et 
Repertum dari Nomor : 24/VER/PKM-TM/XI/2011 tanggal 16 November 
2011, yang ditandatangani oleh dr. Dewi Meida Lamtiurna tentang hasil 
pemeriksaan terhadap Ahmad Bin Syarifuddin Dg.Ngempo. 
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 Menimbang bahwa kurun waktu antara rapat muswarah tokoh-
tokoh masyarakat dan pemangku adat pada hari senin tanggal 14 
November 2011 yang memutuskan maslah bahwa Ahmad dan Hj.Enang 
dilarang untuk tinggal di Kec. Parigi dan Kec.Tinggimoncong dan apabila 
kedua orang tersebut melanggar keputusan yang telah dibuat, maka 
kedua orang tersebut akan dibunuh karena telah melakukan perbuatan 
siri’ yaitu berzina. Mendapat informasi dan berita bahw Ahmad pada hari 
Rabu tanggal 16 November 2011 sekita pukul 07.00 wita berada di 
Kp.Panaikang adalah merupakan suatu kurun waktu yang cukup untuk 
menghentikan tindakan atau perbuatan yang akan terjadi bahkan sesaat 
setelah terdakwa H.Mantang Dg.Naba bin Deke selaku tokoh masyarakat 
mengetahui dan menyadari bahwa setelah tiba di rumah dan sudah 
banyak orang dan ada yang mau memakai mobil saksi Syamsul Alam 
Dg.Parau untuk menjemput Ahmad untuk melakukan upaya-upaya 
pencegahan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa 
H.Mantang dg. Naba bin Deke selaku tokoh masyarakat yang setiap 
perkataannya didengarkan oleh masyarakat diaman terdakwa tinggal dan 
menjadi tokoh masyarakat. 
 Menimbang bahwa pengetahuan dan kehendak dari terdakwa 
H.Mantang Dg.Naba bin deke maupun saksi Mattu Dg. Labbang, dan 
saksi LAbbiri Dg.Gama sudah dapat ditunjukkan dengan perbuatan 
terdakwa yang langsung berangkat begitu mendengar Ahmad pada hari 
Rabu tanggal 16 November 2011 sekitar pukul 07.00 wita berada di 
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Kp.Panaikang dan keputusan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat dan 
pemangku adat yang merupakan suatu rencana yang telah diputuskan 
terlebih dahulu juga akan dilaksanakan kepada saksi Labbiri Dg.Gama 
dan saksi Mattu Dg.Labbang, telah pula dilaksanakan sehingga Majelis 
Hakim berpendapat bahwa perbuatan saksi Labbiri Dg.Gama maupun 
terdakwa H.Mantang dg.Naba bin deke adalah merupakan suatu 
perbuatan yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu 
menghilangkan jiwa orang lain telah terbukti. 
3) Unsur orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai 
kekuasaan atau pengaruh, kekerasan,ancaman atau tipu daya 
dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan , 
senagaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.     
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemberian atau janji 
mengandung pengertian adalah jalan untuk membujuk orang lain untuk 
melakukan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau pengaruh 
mengandung pengertian menggunakan kekuasaan atau pengaruh secara 
tidak sah dengan kekerasan atau ancaman mengandung pengertian 
adanya suatu tekanan sehingga orang lain dipaksa untuk melakukan 
sesuatu, tipu daya mengandung pengertian adanya suatu keadaan yang 
menyebabkan orang lain menjadi percaya pada sesuatu yang pada 
dasarnya tidak benar, sedangkan member kesempatan, daya upaya atau 
keterangan mengandung pengertian orang yang sengaja member 
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kesempatan atau daya upaya yang mempunyai inisiatif untuk melakukan 
perbuatan pidana. 
 Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut di atas terdiri dari 
beberapa elemen unsur yang bersifat alternative sehingga jika salah satu 
telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi. 
  Menimbang bahwa keterangan saksi Labbiri Dg. Gama bin Dekke, 
H.Mantang Dg. Naba bin Dekke, saksi Syamsul Dg. Parau bin H.Naba, 
saksi Mattu Dg. Labbang, saksi H.Syarifuddin, saksi Saguni bin Manji, 
saksi Syamsul Alam bin Saguni dan saksi H.Yajis Dg. Tutu serta 
keterangan terdakwa H.Mantang Dg. Naba bin Deke dihubungkan dengan 
bukti surat dan barang bukti, maka hakim memperoleh fakta hukum sesuai 
yang telah diurai sebelumnya di atas. 
 Menimbang bahwa perbuatan terakwa H.Mantang Dg.Naba 
bersama dengan saksi Labbiri Dg.Gama pada hari Rabu tanggal 16 
November 2011 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
mendapat kabar bahwa Ahmad sedang berada di Kampung Panaikang 
lalu mendatangi rumah saksi Labbiri Dg.Gama bin Deke dan Mattu 
Dg.Labbang bin Mase menyampaikan keberadaan Ahmad yang diketahui 
sebelumnya telah melakukan perbuatan siri’ yaitu telah didapati berzinah 
atau bersetubuh dengan Hj.Enang. Selanjutnya, saksi Labbiri Dg.Gama 
bin deke berkeliling kampung bersama-sama dengan terdakwa H.Mantang 
dg.Naba dan mengatakan “passsirikia”, “jemput Ahmad di Panaikang 
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kemudian selesaikan apapun akibatnya, nanti saya yang 
menanggungnya”. Setelah terdakwa H.Mantang Dg.Naba tiba di 
rumahnya, sudah banyak orang yang berkumpul dan langsung naik ke 
atas rumah dan pada saat itu, ada orang yang berteriak , mobil mau 
dipakai lalu dijawab oleh terdakwa H.Mantang dg.Naba “pakai saja”. Hal 
ini menunjukkan pengetahuan dan kehendak dari terdakwa H.Mantang 
dg.Naba memberikan kesempatan kepada saksi Bakkara yang pada 
awalnya saksi sedang berada di belakang rumah sedang membersihkan 
rumput lalu datang Dg.Palaba dengan mengendarai Suzuki Carry warna 
hitam berkata “passisiriki H.Naba, H.Parau dan Dg.Gama”, bahwa Ahmad 
ada di Kp.Panaikang lalu saksi Bakkara bin dendeng langsung loncat naik 
ke atas mobil Suzuki Carry warna hitam yang dikemudikan oleh Akbar dan 
di bagian belakang mobil, ada beberapa orang yang saksi tidak kenal 
kecuali Akbar. Saksi Bakkara bin Dendeng mengatakan bahwa Ahmad 
ada di Panaikang dan di perjalanan saksi Muh.Arif juga naik ke atas serta 
disusul oleh saksi Muh.Edi dengan mengendarai sepeda motor dan 
selanjutnya mobil tersebut menuju panaikang dengan tujuan menjemput 
Ahmad yang berada di rumahnya Saguni yang kemudian diketahui bahwa 
mobil Suzuki Carry warna hitam tersebut kepunyaan saksi Syamsul Alam 
Dg. Parau, yaitu anak terdakwa H.Mantang Dg.Naba yang diambil dari 
rumah terdakwa H.Mantang Dg.Naba dan digunakan oleh Akbar, saksi 
Bakkara, saksi Mattu Dg.Labbang, dan saksi Muh.Arif untuk menjemput 
Ahmad dan membawa Ahmad ke Kp.Daraha, desa Majannang dan 
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terdakwa H.Mantang Dg.Naba sama sekali tidak melakukan upaya-upaya 
pencegahan selaku tokoh masyarakat bahkan memberikan kesepatan dan 
sarana yang ada padanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat 
perbuatan terdakwa H.Mantang Dg.Naba bin Deke telah memberikan 
kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Oleh 
karena itu, unsur memberikan kesempatan telah terbukti. 
 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa Labbiri Dg.Gama telah 
memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan subsidair penuntut Umum 
sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Labbiri dg.Gama 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHP 
jo.Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu menganjurkan pembunuhan 
berencana. 
 Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa maupun 
penasehat hukumnya, Majelis Hakim mempertibangkan sebagai berikut :   
Bahwa pada asasnya terdakwa H.Mantang Dg.Naba mempunyai hak 
ingkar berupa pencabutan keterangan yang telah diberikan dalam hal ini 
keterangan terdakwa H.Mantang Dg.Naba di dalam berita acara 
pemeriksaan penyidikan, akan tetapi, hak ingkar berupa pencabutan 
keterangan tersebut haruslah berdasarkan dan dilandasi dengan alsan 
yang logis karena terdakwa H.Mantang Dg.Naba telah mengingkari dan 
75 
 
membantah keterangannya sendiri. Setelah mendengar informasi 
keberadaan Ahmad di Panaikang kemudian langsung ke rumah saksi 
Labbiri Dg.Gama dan saksi Mattu Dg.Labbang lalu berkeliling berteriak 
bahwa ahmad ada di Panaikang dan setelah saksi Muh.Rusli dihadirkan 
sebagai saksi verbalisan yang memeriksa terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
dibawah sumpah menyatakan bahwa selama melakukan pemeriksaan 
terhadap terdakwa H.Mantang Dg.Naba tidak melakukan intimidasi baik 
berupa paksaan maupun tekanan sehingga terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
bebas didalam memberikan keterangan. Terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
membenarkan keterangan saksi Muh.Rusli tersebut. Sehingga 
berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.299.K/Kr/1959 tanggal 23 
Februari 1960 menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa diluar siding yang 
kemudian di siding pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar 
merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa dan memperkuat 
pembuktian. 
 Bahwa demikian juga halnya keterangan saksi Labbiri Dg.Gama 
dan saksi Mattu Dg.Labbang yang mencabut sebagian keterangannya di 
dalam BAP penyidikan dan atas saksi Yusran Jafsur dihadirkan sebagai 
saksi verbalisan yang memeriksa para saksi tersebut dibawah sumpah 
menyatakan bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap para saksi 
tersebut tidak melakukan intimidasi baik berupa paksaan atau tekanan, 
sehingga para saksi bebas didalam memberikan keterangan. Para saksi 
membenarkan keterangan saksi Yusran Jafsur tersebut, sehingga Berita 
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Acara Pemeriksaan Penyidikan dapat digunakan sebagai alat bukti surat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP. 
 Bahwa meskipun di dalam KUHAP tidak mengatur mengenai saksi 
mahkota (Kroogetuide), namun dalam praktek peradilan di Indonesia, hal 
tersebut diterima berdasarkan perspektif empiric, maka saksi mahkota 
didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang 
terdangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan 
perbuatan pidana sebagaimana putusan MA No.2437 K/Pid.Sus/2011 dan 
bila hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 142 KUHAP yang 
memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk melakukan 
pemecahan berkas perkara atau biasa disebut dengan splitsing, sehingga 
dengan demikian saksi mahkota dapat diterima. 
 Bahwa perzinahan dari sudut pandangan agama adalah suatu 
perbuatan yang sangat dilaknat dan sangat keji, sehingga orang yang 
melakukan perzinahab mendapatkan hukuman dirajam hingga mati (Al-
Qur’an surat An-Nuur ayat 4), namun tetap harus dibuktikan dengan 
hadirnya 4 (empat) orang saksi sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-
Nuur (24) : ayat 4 bahwa orang-orang yang menuduh berbuat zina 
haruslah mendatangkan 4 (empat) orang saksi dan apabila mereka tidak 
mendatangkan 4 (empat) orang saksi, maka deralah mereka dengan 80 
kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-
lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Sedangkan di dalam 
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hukum adat yang biasa dikenal dengan hakim desa atau kadi haruslah 
mendengarkan semua pihak sebelum menjatuhkan hukuman, baik yang 
menuduh maupun pelaku sehingga pihak mendapatkan perlakuan yang 
seimbang. 
 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
pembelaan terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa haruslah 
ditolak. 
4.5. Amar Putusan 
 Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di 
persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 
melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
alsan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya, Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus 
dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.         
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu untuk 
bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan  bersalah atas 
tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa. Oleh karena itu, 
harus dijatuhi pidana. 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, 
maka cukup adil dan patut agar pidana yang dijatuhkan dikurangkan 
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seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh 
terdakwa. 
 Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk 
mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup adil dan patut agar 
terdakwa tetap berada di dalam penahanan. 
 Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan 
dan yang meringankan. 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa berusia lanjut. 
Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti 
berupa : 
- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam DD 8808 BB; 
- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu; 
- 7 (tujuh) buah batu gunung; dan 
- 1(satu) buah keeping CD-R warna putih merek Printech. 
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Status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar 
putusan ini. 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan 
terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari 
pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk 
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar 
putusan ini. 
Mengingat pasal 340 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP serta 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
M E N G A D I L I 
 
1. Menyatakan terdakwa H.Mantang Dg. Naba Bin Dekke terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“menganjurkan pembunuhan berencana 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H.Mantang Dg. Naba Bin 
Dekke dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. 
3. Menetapkan agar masa penahanan sementara yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Ditetapkan barabg bukti berupa : 
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam DD 8808 BB; 
- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu; 
- 7 (tujuh) buah batu gunung, dan 
- 1 (satu) buah keeping CDR warnah putih merek Printech, 
Digunakan dan tetap terlampir dalam berkas perkara lain. 
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6. Dibebankan biaya perkara kepada terdakwa H.Mantang Dg. Naba 
Bin Dekke sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)  
4.6. Analisis Penulis 
4.6.1. Analisis Berdasarkan Hasil Penelitian Di Lapangan   
Lokasi penelitian ini berada di desa Manombohoi, Kabupaten Gowa 
dimana penduduknya adalah masyarakat asli suku Makassar. Adapun di 
Desa Manimbohoi masih mengenal budaya Siri’ Na Pesse’ (Bahasa bugis) 
dan Siri’ Na Pacce’ (Bahasa Makassar).  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Manimbohoi dan 
Tokoh Adat dari Desa Manimbohoi, pada tanggal 5 Desember 2013, 
diperoleh data sebagai berikut. 
- Di daerah Kabupaten Gowa, hanya ada sisa 2 (dua) desa yang masih 
memegang teguh budaya siri’ na pesse’ , yaitu Desa Manimbohoi dan 
Desa Majannnang di Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa; 
- Budaya atau adat siri’ na pesse’ berlaku di daerah Desa Manimbohoi 
dan Desa Majannang terhadap semua orang yang berada di wilayah 
kedua desa baik warga asli desa dan pendatang; 
- Budaya atau adat siri’ na pesse’ berlaku bersama hukum pemerintah 
yang dipimpin oleh Pemangku Adat dan Kepala Desa;.  
- Hukum adat siri’ na pesse’ tersebut berbentuk tidak tertulis dan hanya 
diselesaikan oleh hakim desa dengan musyawarah; 
- Tokoh pemangku adat terdiri 12 orang yang menjadi semacam 
pemimpin adat dan 3 (tiga) dari mereka menjadi pemimpin tokoh adat 
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desa atau disebut Ana’ Gallarrang. Pimpinan pemangku adat yang 
berjumlah 3(tiga) orang inilah yang menjadi hakim desa dalam 
memutuskan suatu perkara siri’ na pesse’ di Desa Manimbohoi yang 
dalam implementasinya tetap berkoordinasi bersama Kepala Desa, 
tokoh masyarakat, dan masyarakat desa sendiri dengan jalan 
musyawarah; 
- Tokoh pemangku adat yang terdiri dari 12 (dua belas) orang tersebut 
telah ada dari zaman nenek moyang yang dipilih berdasarkan garis 
keturunannya. Jadi dapat dikatakan bahwa tokoh pemangku adat 
tersebut merupakan keturunan Karaeng pada masa lampau dan yang 
menjadi tokoh pemangku adat sekarang adalah keturunannya; 
- Tokoh pemangku adat yang terdiri dari 12 (dua belas) orang tersebut 
memiliki tugas masing-masing dalam pemerintahannya. Ini sama 
halnya dengan sistem kabinet di pemerintahan. Masing-masing tugas 
dari pemangku adat tersebut adalah : 
Tabel 1. Tokoh Pemangku Adat dan Tugasnya 
No. Pemangku Adat Tugas 
 Ana’ Gallarrang terdiri dari 
Galla’ Toa 
Galla’ Tengah 
Galla’ Muda 
Menjadi Hakim Desa dan 
Eksekutor Sanksi Adat 
 
1. 
2. 
3. 
4. Pinatinana Mengurus hal-hal tentang 
pertanian 
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5. Anrongparasangang Mengurus segala hal tentang 
kependudukan 
6. Sanro Tabib atau dukun 
7. Suro Sebagai Humas yang selalu 
memantau keadaan desa 
8. Guru Mengurus hal-hal yang berkaitan 
tentang agama 
9. Tubarani Panglima desa (menjadi orang 
pertama yang harus turun dalam 
menghadapi kekacauan) 
10. Aganna Mengurus dan mengorganisir 
pemuda-pemudi desa 
11. Bilirarang Koordinator persiapan ritual adat 
12. Doke’ Mengurusi segala hal tentang 
pertanahan di desa 
 
- Dalam implementasi di bidang hukum, masyarakat Desa Manimbohoi 
menyerahkan masalah kriminalitas selalu pertama kepada pemangku 
adat kemudian pemangku adat tersebut harus berkoordinasi dengan 
kepala desa. Pada kasus-kasus kriminal biasa seperti pencurian dan 
penipuan, pemangku adat menyerahkan masalah tersebut ke kepala 
desa untuk diselesaikan secara hukum oleh pihak kepolisian. 
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Sedangkan khusus untuk hal-hal yang berbau siri’ na pesse’, maka hal 
tersebut harus diselesaikan oleh pemangku adat. 
- Adapun perbuatan yang termasuk pelanggaran siri’ na pesse’ di desa 
Manimbohoi adalah : 
 Pelanggaran terhadap adat istiadat seperti ,perkawinan. 
Contohnya apabila pengantin pria terlambat datang ke rumah 
pengantin wanita, maka akan dikenakan denda tergantung berapa 
lama keterlambatan pengantin pria. Denda tersebut harus dibayar 
oleh pengantin pria segera sebelum dimulainya akad nikah berupa 
uang atau beras; 
 Pelanggaran terhadap acara ritual adat seperti syukuran atas hasil 
penen atau setiap pergantian musim, maka akan digelar ritual 
memohon rezeki di desa. Apabila ada pihak yang mengacaukan 
cara tersebut, maka itu termasuk pelanggaran siri’ na pesse’, 
sehingga biasanya akan diberi denda bahkan dibunuh;  
 Silariang, yaitu seorang laki-laki yang membwa lari anak gadis 
orang lain tanpa izin orang tua gadis. Jika hal ini terjadi, maka 
pemangku adat bisa mendamaikan kedua pihak keluarga dimana 
pihak laki-laki harus membayar uang ganti rugi kepada pihak 
gadis sesuai permintaan pihak wanita. Apabila hal tersebut tidak 
bisa dipenuhi, maka pasangan laki-laki dan gadis tersebut harus 
keluar dari desa dan tidak bisa diterima lagi. Jika hal tersebut tidak 
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bisa dipenuhi juga, maka laki-laki dan gadis tersebut akan dibunuh 
karena perbuatannya termasuk pelanggaran siri’ na pesse’ ; 
 Mallariang, yaitu seorang laki-laki melarikan isteri orang lain. Jika 
hal ini terjadi, maka pemangku adat akan menyuruh menangkap 
laki-laki tersebut dan akan dibunuh sebagai sanksinya; 
 Zina, yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang 
bukan suami isteri, dimana laki-laki atau perempuan tersebut telah 
ada yang menikah sebelumnya. Sanksinya adalah laki-laki dan 
perempuan yang melakukan zina tersebut diusir selama 7 
(turunan) tidak diterima di desa sedangkan apabila hal tersebut 
tidak dilaksanakan, maka keduanya akan dibunuh; 
 Hamil di luar nikah. Apabila hal ini terjadi, maka pemangku adat 
akan memberikan sanksi denda kepada laki-laki apabila 
inginberatnggung jawab atas perbuatannya. Apabila laki-laki tidak 
mau bertanggung jawab, maka laki-laki tersebut akan dibunuh.  
- Adapun indikator dari suatu perbuatan yang termasuk pelanggaran 
siri’ na pesse’ di daerah Desa Manimbohoi adalah : 
 Melakukan perbuatan yang bertujuan mengacaukan acara ritual 
adat desa; 
 Perbuatan yang bersifat menghina pemangku adat; 
 Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang merupakan 
bagian penting dari siri’ na pesse’; 
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 Perbuatan yang bersifat dapat mengganggu keseimbangan desa 
atau nama baik desa karena ada kepercayaan bahwa apabila 
terjadi hal-hal yang melanggar siri’ na pesse’, maka tidak akan 
ada rezeki dari Tuhan, sehingga harus segera diseimbangkan 
kembali. 
- Adapun bentuk sanksi adat yang diberlakukan oleh tokoh pemangku 
adat di desa manimbohoi adalah : 
 Sanksi Denda 
Sanksi denda ini diberlakukan sesuai dengan permintaan 
oleh pihak yang dirugikan. Dalam implementasinya, tokoh 
pemangku adat dapat melakukan intervensi untuk mengusahakan 
tercapainya perdamaian dengan cara mengurangi nilai denda 
yang diminta; Contoh perbuatan yang dikenakan sanksi denda 
adalah silariang dan pelanggaran ritual adat. 
 Sanksi Pengusiran Dari Desa Selama 7 (Tujuh) Turunan Atau 
Selama-Lamanya 
Ini termasuk sanksi berat, dimana orang yang berperkara 
akan diusir dan tidak diterima masuk ke wilayah desa selama 7 
(tujuh) turunan atau selama-lamanya termasuk anak dan cucunya 
dan seterusnya. Biasanya sanksi ini diberikan untuk pelanggaran 
siri’ na pesse’ yang berat pula, contohnya zina dan mallariang. 
Penetapan tentang pengusiran selama 7(tujuh) turunan atau 
selama-lamanya diserahkan kepada hasil musyawarah adat oleh 
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pemangku adat. Apabila hal ini, tidak dilaksanakan, maka pelaku 
pelanggar siri’ na pesse’ dapat dibunuh. 
 Sanksi Hukuman Mati Atau Dibunuh 
Sanksi ini adalah sanksi terberat. Sanksi hukuman mati atau 
dibunuh diambil apabila tidak terjadi perdamaian, tidak memenuhi 
keputusan pemangku adat atau melakuka pelanggaran siri’ na 
pesse’ berat yang tidak bisa dimaafkan dan mengganggu 
keseimbangan desa. Hal ini diputuskan melalui muyawarah dan 
dilaksanakan oleh pemangku adat.    
Kuisioner 
Penulis juga mengambil pendapat dari para penduduk Desa 
Manimbohoi dengan kuisioner dimana penulis mengambil sampel 20 
kepala keluarga secara acak dari populasi seluruh warga desa 
Manombohoi yang berjumlah 110 KK. Hasilnya adalah 90 % dari mereka 
masih cenderung memilih penyelesaian masalah siri’ na pesee’ 
diselesaikan oleh pemangku adat. Alasannya yaitu mereka masih lebih 
memercayai pemangku adat dalam menangani masalah siri’ na pesse’ 
dibandingkan aparat penegak hukum karena pemangku adat lebih 
mengerti nilai adat dan perasaan warga desa Manimbohoi tentang aspek 
siri’ yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. 
 Dari hasil wawancara dan kuisioner tersebut, maka dapat 
dipastikan bahwa hukum adat tentang siri’ na pesse’ di Desa manimbohoi 
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masih ada dan dipegang teguh oleh masyarakatnya walaupun tetap ada 
campur tangan hukum pemerintah. 
 
4.6.2. Analisis Tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak 
Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum 
Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa (Studi 
Kasus Putusan No: 66/Pid.B/2012.PN. Sungguminasa) 
Surat dakwaan merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk 
menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena 
itu, dalam membuat surat dakwaan, Penuntut umum dituntut untuk 
mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat 
dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi 
juga mengenai hukum pidana materiil seperti unsur-unsur dari perbuatan 
yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak. Dalam 
membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar 
suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 143 
ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :  
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi :  
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;  
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b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan.  
Antara point a dan b  tersebut di atas, syarat  yang  terpenting  
yang  harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah 
syarat yang ada di point b karena apabila syarat yang ada di point  
tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi hukum atau Van 
Rechtswege nieting.  
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya menentukan bahwa 
surat dakwaan itu harus berisi :  
a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa;  
b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak 
pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;  
c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para 
terdakwa.  
Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa  Penuntut Umum 
tersebut, jaksa menggunakan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan 
kesatu primair adalah Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, 
subsidair pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan kedua 
primair pasal 160 KUHP subsidair pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-2 KUHP. 
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Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, diketahui bahwa majelis 
hakim memberikan vonis pidana penjara selama 12 tahun karena terbukti 
melanggar Pasal 340 jo.Pasal 55 ayat (1) ke-2 tentang pembunuhan 
berencana yang merupakan dakwaan kesatu primair dari jaksa penuntut 
umum. Menurut majelis hakim terdakwa H.Mantang Dg.Naba terbukti 
melakukan penganjuran pembunuhan berencana karena terdakwa 
H.Mantang Dg.Naba setelah mendengar kabar tentang keberadaan 
korban Ahmad yang ada di Kp.Panaikang di daerah Desa Manimbohoi, 
terdakwa H.Mantang Dg.Naba langsung berteriak “passsirikia”, “jemput 
Ahmad di Panaikang kemudian selesaikan apapun akibatnya, nanti saya 
yang menanggungnya”.  
Oleh karena ajakan terdakwa H.Mantang Dg.Naba tersebut, warga 
desa langsung berkumpul di rumah terdakwa H.Mantang Dg.Naba lalu 
warga desa memakai mobil Suzuki Carry DD 8808 BB milik saksi Syamsu 
Alam Dg.Parau atas ijin dari terdakwa H.Mantang Dg.Naba. Selanjutnya 
terdakwa H.Mantang Dg.Naba dalam keterangannya di pengadilan 
mengatakan tidak mengetahui untuk apa mobil itu dipinjam oleh warga. 
Menurut penulis, terdakwa H.Mantang Dg.Naba terbukti dengan 
sengaja melakukan penganjuran kepada warga desa untuk menjemput 
Ahmad dimana terdakwa H.Mantang Dg.Naba harusnya mengetahui 
akibat apa saja yang bisa dilakukan oleh sekumpulan warga desa kepada 
korban Ahmad. Penghasutan atau ajakan yang dilakukan terdakwa 
H.Mantang Dg.Naba dilakukan secara sendirian. Dari indikasi inilah dapat 
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ditafsirkan bahwa terdakwa H.Mantang Dg.Naba memiliki niat dengan 
sengaja untuk membunuh korban Ahmad.  
Indikasi tersebut terlihat dari tindakan terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba berupa : 
 Tidak adanya upaya pencegahan dari terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba untuk menghentikan aksi warga desa untuk menjemput 
korban Ahmad atau menitip pesan kepada warga desa untuk 
menjemput Ahmad dan jangan dibunuh melainkan untuk dibawa ke 
dewan adat untuk menjalani sidang adat. Kemudian terdakwa 
H.Mantang Dg.Naba semestinya mengetahui bahwa bisa saja 
warga menghakimi korban Ahmad sampai meninggal; 
 Tidak adanya upaya pencegahan terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
dengan memberitahukan keberadaan korban Ahmad kepada 11 
(sebelas) dewan adat lainnya untuk bersiap menjalankan sidang 
hukuman kepada korban Ahmad; 
 Tidak adanya upaya pencegahan dari terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba berupa ikut serta menemani warga menjemput Ahmad 
selaku tokoh adat yang dihormati oleh masyarakat desa untuk 
mengontrol tindakan warga untuk tidak menghakimi sendiri korban 
Ahmad atau memanggil tokoh adat lainnya untuk menemani 
menjemput korban Ahmad; 
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  Tindakan pembiaran dan membantu warga desa untuk menjemput 
Ahmad dengan meminjamkan mobil Pick Up Suzuki Carry DD 8808 
BB yang digunakan warga desa untuk menjemput Ahmad; 
 Ucapan dari terdakwa H.Mantang Dg.Naba yang mengatakan 
“passsirikia”, “jemput Ahmad di Panaikang kemudian selesaikan 
apapun akibatnya, nanti saya yang menanggungnya” menunjukkan 
bahwa terdakwa H.Mantang Dg.Naba telah dengan sengaja dan 
direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban Ahmad. 
 
Dari uraian indikasi di atas, membuktikan bahwa terdakwa 
H.Mantang Dg.Naba telah melakukan tindak pidana penganjuran 
pembunuhan berencana terhadap korban Ahmad sesuai Pasal 340 jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. 
Kemudian penghasutan atau ajakan yang dilakukan terdakwa 
H.Mantang Dg.Naba dilakukan secara sendirian tersebut tidak sesuai 
dengan dakwaan kedua primair pada bagian subsidair, yaitu Pasal 160 
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2. Hal ini disebabkan oleh penghasutan 
yang dilakukan oleh terdakwa H.Mantang Dg.Naba dilakukan secara 
sendirian sedangkan jaksa dalam dakwaannya dikaitkan delneeming 
(secara bersama-sama), yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-2. Apabila 
penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
dilakukan bersama seorang atau lebih lainnya, maka telah sesuai 
dakwaan jaksa penuntut umum untuk mengkaitkannya dengan Pasal 55 
92 
 
ayat (1) ke-2, tetapi dalam fakta di persidangan, terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba melakukannya secara sendirian. Oleh karena itu, menurut 
penulis, jaksa kurang cermat dalam surat dakwaannya dengan 
memasukkan dakwaan Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP 
terhadap terdakwa H.Mantang Dg.Naba. 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan 
pasal-pasal yang dipersangkakan serta penerapan hukum pidana baik 
materil dan formil dalam putusan nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa  
ini telah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat dan  
ketentuan-ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHAP). 
4.6.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi 
Selatan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Putusan Nomor : 
66/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa) 
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan primair Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, 
Subsidair Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dakwaan kedua 
primair Pasal 160 KUHP, subsidair Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 
KUHP. 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan 
dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan 
93 
 
berdasarkan fakta hukum yang diungkap di persidangan, yaitu dakwaan 
kesatu primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. 
Berikut merupakan unsur-unsur dari pertimbangan hakim dengan 
hasil analisis penulis : 
1) Unsur Barangsiapa 
Unsur barangsiapa yang dimaksud adalah subyek 
pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, 
sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas 
segala perbuatannya. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
berupa adanya kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan 
yang lainnya, barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah 
terdakwa H. Mantang Dg. Naba sebagaimana perbuatannya telah 
melakukan penganjuran pembunuhan berencana. 
2) Unsur Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu 
Menghilangkan Jiwa Orang Lain 
Dalam hal kesengajaan, terdapat dua teori yaitu teori 
kehendak (willstheorie) dan teori pengetahuan (voorstellings 
theorie). Menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak 
yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain 
yang dirumuskan dalam tindak pidana. Menurut teori pengetahuan, 
kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan 
94 
 
petindak sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang 
dirumuskan dalam tindak pidana.48 
Dalam MvT terdapat keterangan yang menyatakan bahwa 
pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang 
melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan 
diketahui. Mengenai kesengajaan sebagai willens en wetens 
sebagaimana yang dimaksud dalam MvT adalah seseorang 
menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti 
atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada 
sekitar perbuatannya itu.49 
Di dalam rumusan Pasal 340 KUHP terdapat unsur sengaja 
dan direncanakan terlebih dahulu. Jika hal ini dikaitkan, maka pada 
proses terbentuknya rencana terlebih dahulu dengan sendirinya 
menandakan adanya kehendak dalam diri pelaku. Namun, 
kehendak ini masih sebatas niat yang bersifat abstrak. 
Perencanaan inilah yang membentuk kesengajaan jika diwujudkan 
dalam suatu perbuatan.  
Unsur dengan sengaja telah terbukti, yaitu ketika mendengar 
korban Ahmad berada di Kp. Panaikang dimana daerah tersebut 
masih masuk wilayah Desa Manimbohoi, maka seketika itu 
terdakwa H.Mantang Dg. Naba berkeliling desa sambil berteriak :   
                                                          
48
 Adami Chazawi, 2010, Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 
hlm. 65.   
49
 Ibid., hlm. 65-68.   
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      “Passirikia, jemput Ahmad di Panaikang kemudian 
selesaikan apapun akibat hukumnya nanti saya yang 
menanggungnya”.  
 
Dari perkataan terdakwa H.Mantang Dg. Naba tersebut, 
warga desa mengikuti ajakan terdakwa H.Mantang Dg. Naba lalu 
menjemput Ahmad dan terjadilah pembunuhan terhadap korban 
Ahmad. Dari hal tersebut juga telah terbukti sifat melawan hukum, 
yaitu sifat melawan hukum materil dan formil karena terdakwa 
H.Mantang Dg. Naba mengajak warga desa menjemput Ahmad 
untuk menghakimi sendiri korban Ahmad dengan menjadikan motif 
siri’ na pesse’, sebagai pelindungnya. 
Dalam pertimbangan hakim, yang dimaksud dengan unsur 
direncanakan terlebih dahulu mengandung pengertian adanya 
suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-
nimbang dilakukan pelaksanaannya. Menurut pendapat prof. 
Simons50 : 
“Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan 
lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu 
pelaku telah menyusun keputusannya dengan 
mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah 
mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan 
tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu 
seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu 
pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat 
suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku 
dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk 
dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya 
perencanaan terlebih dahulu” 
 
                                                          
50
 Lamintang, Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadao Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, 
Edisi Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53. 
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 Diketahui bahwa perbuatan zina antara korban Ahmad dan 
menantu terdakwa H.Mantang Dg. Naba terjadi pada tanggal 14 
November 2011 pukul 08.00 wita kemudian setalah saksi Syamsu 
Alam Dg.Parau yang merupakan suami Hj.Enang (menantu 
terdakwa H.Mantang Dg. Naba) melaporkan perbuatan zina 
tersebut pada hari itu juga kepada terdakwa H.Mantang Dg. Naba, 
maka bisa saja telah muncul niat untuk membunuh korban Ahmad 
yang telah memnuat malu besar (siri’ besar) kepada keluarga 
terdakwa H.Mantang Dg. Naba.  
 Kemudian pada tanggal 16 November 2011 pukul 07.00 
wita, terdakwa H.Mantang Dg. Naba mendapat info tentang 
keberadaaan korban Ahmad di Kp.Panaikang. Setelah itu terdakwa 
langsung berteriak keliling desa berteriak “Passirikia, jemput Ahmad 
di Panaikang kemudian selesaikan apapun akibat hukumnya nanti 
saya yang menanggungnya”. Akibat ajakan tersebut warga 
akhirnya berkumpul di rumah terdakwa H.Mantang Dg. Naba untuk 
menjemput Ahmad dan terjadilah pembunuhan terhadap korban 
Ahmad.  
Menurut penulis, jeda waktu antara setelah mendengar 
laporan saksi Syamsu Alam Dg. Parau bahwa korban Ahmad telah 
berbuat zina dengan menantunya Hj.Enang yaitu pada tanggal 14 
November 2011 pukul 08.00 wita dengan diketahuinya keberadaan 
korban Ahmad di Kp.Panaikang pada tanggal 16 November 2011 
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pukul 07.00 wita adalah waktu yang cukup untuk berpikir masak-
masak perbuatannya untuk membunuh korban Ahmad.  
Melihat kapasitas terdakwa sebagai mertua dari Hj.Enang 
yang berzina dengan korban Ahmad dan setalah mendengar 
perbuatan zina tersebut,maka bisa saja niat untuk membunuh 
korban Ahmad telah muncul, akan tetapi baru bisa dilaksanakan 
ketika terdakwa H.Mantang Dg. Naba mengetahui keberadaan 
korban Ahmad di Kp.Panaikang dengan menjadikan motif siri’ na 
pesse’ sebagai alasannya untuk memanggil warga desa menjemput 
dan membunuh korban Ahmad.  
Indikasi kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu juga 
terlihat dari tindakan terdakwa H.Mantang Dg.Naba berupa : 
 Tidak adanya upaya pencegahan dari terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba untuk menghentikan aksi warga desa untuk menjemput 
korban Ahmad atau menitip pesan kepada warga desa untuk 
menjemput Ahmad dan jangan dibunuh melainkan untuk dibawa ke 
dewan adat untuk menjalani sidang adat. Kemudian terdakwa 
H.Mantang Dg.Naba semestinya mengetahui bahwa bisa saja 
warga menghakimi korban Ahmad sampai meninggal; 
 Tidak adanya upaya pencegahan terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
dengan memberitahukan keberadaan korban Ahmad kepada 11 
(sebelas) dewan adat lainnya untuk bersiap menjalankan sidang 
hukuman kepada korban Ahmad dimana terdakwa H.Mantang 
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Dg.Naba seyogyanya mengetahui bahwa yang bisa menjadi 
eksekutor hukum adat adalah Ana’Gallarrang saja. 
 Tidak adanya upaya pencegahan dari terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba berupa ikut serta menemani warga menjemput Ahmad 
selaku tokoh adat yang dihormati oleh masyarakat desa untuk 
mengontrol tindakan warga untuk tidak menghakimi sendiri korban 
Ahmad atau memanggil tokoh adat lainnya untuk menemani 
menjemput korban Ahmad; 
  Tindakan pembiaran dan membantu warga desa untuk menjemput 
Ahmad dengan meminjamkan mobil Pick Up Suzuki Carry DD 8808 
BB yang digunakan warga desa untuk menjemput Ahmad; 
 Ucapan dari terdakwa H.Mantang Dg.Naba yang mengatakan 
“passsirikia”, “jemput Ahmad di Panaikang kemudian selesaikan 
apapun akibatnya, nanti saya yang menanggungnya” menunjukkan 
bahwa terdakwa H.Mantang Dg.Naba telah dengan sengaja dan 
direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban Ahmad. 
 Tindakan main hakim sendiri oleh warga desa terhadap korban 
Ahmad yang dilakukan di Jembatan Merah yang lokasinya sepi dan 
jauh dari pemukiman mengindikasikan niat untuk membunuh 
korban Ahmad sebelumnya telah direncanakan agar tidak ada yang 
bisa mencegah terjadinya pembunuhan tersebut.  
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Oleh karena itu, penulis sependapat dengan majelis hakim yang 
berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana 
pembunuhan berencana pada Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2. 
Menurut penulis, terdakwa H.Mantang Dg.Naba bisa tidak terbukti 
melakukan tindak pidana pembunuhan berencana melainkan hanya 
melakukan penganjuran pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHPidana. 
Hal tersebut dapat terjadi apabila unsure direncanakan terlebih dahulu 
tidak terbukti dengan beberapa ketentuan, yaitu : 
 Adanya upaya pencegahan dari terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
untuk menghentikan aksi warga desa untuk menjemput korban 
Ahmad atau menitip pesan kepada warga desa untuk menjemput 
Ahmad dan jangan dibunuh melainkan untuk dibawa ke dewan adat 
untuk menjalani sidang adat karena terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
semestinya mengetahui bahwa bisa saja warga menghakimi korban 
Ahmad sampai meninggal; 
 Adanya upaya pencegahan terdakwa H.Mantang Dg.Naba dengan 
memberitahukan keberadaan korban Ahmad kepada 11 (sebelas) 
dewan adat lainnya untuk bersiap menjalankan sidang hukuman 
kepada korban Ahmad dimana terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
seyogyanya mengetahui bahwa yang bisa menjadi eksekutor 
hukum adat adalah Ana’Gallarrang saja. 
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  Tindakan meminjamkan mobil Pick Up Suzuki Carry DD 8808 BB 
yang digunakan warga desa untuk menjemput Ahmad dengan 
tujuan membawa korban Ahmad ke dewan adat untuk di sidang; 
 Ucapan dari terdakwa H.Mantang Dg.Naba yang mengatakan 
“passsirikia”, “jemput Ahmad di Panaikang kemudian selesaikan 
apapun akibatnya, nanti saya yang menanggungnya” dapat 
ditafsirkan menjadi : 
 Tindakan kemarahan kepada korban Ahmad yang diketahui 
masih berada di Desa Manimbohoi yakni di Kp.Panaikang 
sedangkan telah ada putusan musyawarah adat bahwa korban 
Ahmad harus keluar dari desa dan tidak diterima selama 7(tujuh) 
turunan dan bila tidak dipenuhi, maka akan dibunuh; 
 Kemarahan dalam kapasitas sebagai mertua dari Hj.Enang atas 
tindakan korban Ahmad yang telah berbuat zina yang berarti 
mengkhianati anaknya Syamsul Alam Dg.parau dan membuat 
keluarganya malu (mendapat siri’ besar); 
 Kemarahan atas pelanggaran siri’ na pesse’ yang dilakukan 
korban Ahmad yang bisa membuat  ketidak seimbangan di desa 
mengingat kapasitas terdakwa H.Mantang Dg.Naba yang juga 
salah satu tokoh pemangku adat Desa Manimbohoi. 
 Tindakan gegabah dari terdakwa H.Mantang Dg. Naba setelah 
mengetahui keberadaan korban Ahmad yang langsung berteriak 
“passirikia” untuk memanggil warga desa menjemput Ahmad 
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untuk melaksanakan putusan musyawarah adat sedangkan 
terdakwa H.Mantang Dg. Naba selaku salah satu tokoh 
pemangku adat sepatutnya mengetahui bahwa Ana’Gallarrang 
atau Hakim Desa yang bisa menjadi eksekutor sanksi adat. Hal 
ini didukung dengan pendapat Mr. Modderman tentang adanya 
waktu tertentu dan tenang dalam unsur pembunuhan berencana 
adalah51 : 
“Suatu jangka waktu tertentu dapat merupakan petunjuk 
yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu 
perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan 
bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala 
ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan 
setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera 
melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang 
telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa 
karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk 
membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu 
suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali 
dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan 
keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, 
walupun mungkin benar jangka waktu ia membuat 
keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya 
itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara membuat 
keputusan dengan waktu pelakasaannya”. 
 
Apabila ketentuan di atas terpenuhi, maka unsur 
direncanakan terlebih dahulu pada kasus ini tidak terpenuhi, 
sehingga tidak terbukti bahwa pembunuhan terhadap korban 
Ahmad adalah pembunuhan berencana, tetapi masuk dalam 
pembunuhan biasa.   
                                                          
51
 Ibid, hlm.57-58. 
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Selanjutnya mengenai unsur menghilangkan jiwa orang lain 
dalam kasus ini telah terbukti dengan korban Ahmad berdasarkan 
bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 24/VER/PKM-
TM/XI/2011 tanggal 16 November 2011 yang ditanda tangani oleh 
dr. Dewi Meida Lamtiurna. 
3) Unsur Orang Yang Dengan Pemberian, Perjanjian, Salah Memakai 
Kekuasaan Atau Pengaruh, Kekerasan, Ancaman, Atau Tipu Daya 
Atau Dengan Memberi Kesempatan, Daya Upaya Atau Keterangan, 
Sengaja Membujuk Untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan. 
Dalam keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa 
H.Mantang Dg. Naba mengaku tidak mengetahui siapa dan apa 
yang terjadi pada Ahmad karena pada saat kejadian terdakwa 
berada di rumah. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa H.Mantang 
Dg. Naba tidak ikut serta secara fisik dalam pembunuhaan korban 
Ahmad.  
Pada kasus ini terdakwa didakwa bahwa telah terjadi unsur 
perbarengan (deelneming) dimana terdakwa diposisikan sebagai 
“orang yang membujuk melakukan (uitlokker)” serta pasal 55 ayat 1 
ke-2 KUHP. 
Dalam putusan diketahui pengertian dari pemberian atau 
janji mengandung pengertian adalah jalan untuk membujuk orang 
lain untuk melakukan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau 
pengaruh mengandung pengertian menggunakan kekuasaan atau 
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pengaruh secara tidak sah dengan kekerasan atau ancaman 
mengandung pengertian adanya suatu tekanan sehingga orang lain 
dipaksa untuk melakukan sesuatu, tipu daya mengandung 
pengertian adanya suatu keadaan yang menyebabkan orang lain 
menjadi percaya pada sesuatu yang pada dasarnya tidak benar, 
sedangkan member kesempatan, daya upaya atau keterangan 
mengandung pengertian orang yang sengaja memberi kesempatan 
atau daya upaya yang mempunyai inisiatif untuk melakukan 
perbuatan pidana. 
 Oleh karena unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa 
elemen unsur yang bersifat alternative sehingga jika salah satu 
telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak dipertimbangkan 
lagi. 
 Dalam pertimbangannya, penulis sependapat dengan 
majelis hakim yang memilih unsur sengaja memberikan 
kesempatan untuk melakukan perbuatan pidana. Hal ini terbukti 
berdasarkan fakta hukum ketika terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
mengatakan “passsirikia”, “jemput Ahmad di Panaikang kemudian 
selesaikan apapun akibatnya, nanti saya yang menanggungnya”. 
Setelah terdakwa H.Mantang Dg.Naba tiba di rumahnya, sudah 
banyak orang yang berkumpul dan langsung naik ke atas rumah 
dan pada saat itu, ada orang yang berteriak , mobil mau dipakai lalu 
dijawab oleh terdakwa H.Mantang Dg.Naba “pakai saja”. Hal ini 
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menunjukkan pengetahuan dan kehendak dari terdakwa H.Mantang 
dg.Naba memberikan kesempatan kepada saksi Bakkara yang 
pada awalnya saksi sedang berada di belakang rumah sedang 
membersihkan rumput lalu datang Dg.Palaba dengan mengendarai 
Suzuki Carry warna hitam berkata “passisiriki H.Naba, H.Parau dan 
Dg.Gama”, bahwa Ahmad ada di Kp.Panaikang lalu saksi Bakkara 
bin dendeng langsung loncat naik ke atas mobil Suzuki Carry warna 
hitam yang dikemudikan oleh Akbar dan di bagian belakang mobil, 
ada beberapa orang yang saksi tidak kenal kecuali Akbar. Saksi 
Bakkara bin Dendeng mengatakan bahwa Ahmad ada di Panaikang 
dan di perjalanan saksi Muh.Arif juga naik ke atas serta disusul oleh 
saksi Muh.Edi dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya 
mobil tersebut menuju panaikang dengan tujuan menjemput Ahmad 
yang berada di rumahnya Saguni yang kemudian diketahui bahwa 
mobil Suzuki Carry warna hitam tersebut kepunyaan saksi Syamsul 
Alam Dg. Parau, yaitu anak terdakwa H.Mantang Dg.Naba yang 
diambil dari rumah terdakwa H.Mantang Dg.Naba dan digunakan 
oleh Akbar, saksi Bakkara, saksi Mattu Dg.Labbang, dan saksi 
Muh.Arif untuk menjemput Ahmad dan membawa Ahmad ke 
Kp.Daraha, desa Majannang. 
 Menurut penulis, selain terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
memberikan kesempatan berupa mengizinkan memakai mobil 
untuk menjemput Ahmad, terdapat hal lain yang dipenuhi yaitu, 
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salah memakai kekuasaan atau pengaruh. Terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba selaku salah satu tokoh pemangku adat di Desa 
Manimbohoi menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk 
mengumpulkan warga desa dengan tujuan menjemput Ahmad dan 
menjalankan sanksi adat. Hal ini diperkuat dengan pengakuan 
terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang ada. 
Terdakwa H.Mantang Dg.Naba sama sekali tidak melakukan 
upaya-upaya pencegahan selaku tokoh masyarakat bahkan 
memberikan kesempatan dan sarana yang ada padanya, sehingga 
Penulis berpendapat perbuatan terdakwa H.Mantang Dg.Naba bin 
Deke telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 
melakukan tindak pidana dan salah memakai kekuasaan atau 
pengaruh. Oleh karena itu, unsur memberikan kesempatan dan 
salah memakai kekuasaan atau pengaruh telah terbukti. 
 
4.6.4. Analisis Terhadap Amar Putusan 
Dalam pertimbangan hakim, penulis memiliki perbedaan pendapat 
dan kritik dalam amar putusan, yakni : 
i) Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang 
menggunakan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 yaitu tentang 
pembunuhan berencana. Menurut penulis, unsur direncanakan 
terlebih dahulu telah terbukti sesuai dengan penjelasan 
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sebelumnya tentang pertimbangan unsur direncanakan terlebih 
dahulu pada halaman 97.  
ii) Penulis sependapat dengan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan 
kepada terdakwa H.Mantang Dg.Naba, yaitu selama 12 (dua belas) 
tahun. Hal tersebut dirasa telah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup 
dan budaya hukum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya 
di Kabupaten Gowa, yaitu siri’ na pesse’.  
`Siri’ dan Pesse’ inilah yang mengarahkan tingkah laku 
masyarakat dalam pergaulan sehari-hari, sebagai ”motor 
penggerak” masyarakatnya dalam menjasmanikan 
(memanifestasikan) pola-pola kebudayaan dan sistem sosialnya.52 
Jadi, budaya siri’ na pesse’, kalau mau dikaitkan dengan 
putusan pengadilan, apakah dapat dipertimbangkan atau tidak, 
tergantung pada siapa yang memutuskan. Pengurangan hukuman 
dari yang semestinya pun relative tidak ada ukuran. Apalagi siri’ na 
pesse’ ini lebih didasarkan pada perasaan.53 
Menurut Nonet dan Selznick dalam teori Hukum Responsif, 
yaitu konsep hukum responsif ditekankan pentingnya makna 
sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dan reaksi kebijakan 
serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi 
yang terlibat dalam penentuan kebijakan. Hukum yang 
                                                          
52
 Hamid Abdullah, dkk, 2006, SIRI’ (Kearifan Budaya Sulawesi Selatan), Lembaga 
Kesenian Sulawesi Selatan-DKI Jakarta dan Badan Kerjasama Kesenian Indonesia-DKI-Jakarta, 
Jakarta, hlm. 314.  
53
 Nur Fadhilah Mappaselleng, op.cit, hlm. 43 
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mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam 
cita-cita dan kehendak yuridis dari seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini 
bukan hal yang telah menjadi kebijakan pemerintah, tetapi nilai-nilai 
ini harus tercemin secara jelas di dalam praktik penggunaan dan 
pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini 
mampu untuk memberikan arah pada kehidupan politik dan 
hukum.54   
Konsepsi hukum responsif dikontruksi oleh dua mazhab 
hukum yang belakangan cukup dikenal perkembangannya. 
Pemikiran Satjipto Rahardjo dengan konsep hukum progresifnya 
yang menyatakan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti 
perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan dengan 
segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat 
dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya 
manusia penegak hukum itu sendiri. Keyakinan beliau terhadap 
sosiologi hukum sebagai alat bantu dalam mendekontruksi 
pemikiran hukum semakin mengkristalkan pemikiran bahwa 
konsepsi hukum responsif yang digagas Philippe Nonet dan 
Selznick memang didukung oleh madzhab sociological 
jurisprudence yang memberi kemampuan bagi institusi hukum 
                                                          
54
“Konsep Hukum Responsif” diakses dari 
xa.yimg.com/.../KONSEP+HUKUM+RESPONSIF.doc, pada tanggal 30 November 2013 pukul 18.00 
wita. 
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untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan 
fakta-fakta sosial dimana hukum itu berproses dan diaplikasikan.55 
Oleh karena itu, nilai budaya hukum masyarakat Desa 
Manimbohoi yang merupakan living law sebagai salah satu sumber 
hukum, sepatutnya dipertimbangkan dalam keyakinannya oleh 
Majelis Hakim dalam memberi putusan. Dalam hal ini, terdakwa 
H.Mantang Dg.Naba hanya menjalankan perintah adat meskipun 
dalam pelaksanaannya dengan cara gegabah.   
iii) Dalam putusan mengenai hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan, Majelis Hakim tidak memasukkan unsur motif siri’na 
pesse’ secara tegas ke dalam putusan. Sedangkan berdasarkan 
hasil wawancara kepada Yoga yang merupakan salah satu hakim 
anggota yang memeriksa perkara di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa pada tanggal 11 Desember 2013, beliau 
mengatakan : 
“ Ketentuan Hukum adat bisa dilaksanakan ketika tidak diatur 
oleh hukum positif kita. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
H.Mantang Dg.Naba tidak menghapus kesalahan yang 
dilakukannya, tetapi bisa dimasukkan menjadi hal-hal yang 
meringankan perbuatannya” 
 Hal yang dikatakan hakim dalam wawancara berbeda dengan 
implementasi dalam putusannya karena tidak ada motif siri’na pesse’ yang 
dituangkan dalam putusan sebagai hal yang meringankan. 
                                                          
55
Orinton, “Perdebatan Teori Hukum Responsif” diakses dari 
http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-responsif.html, pada 
tanggal 30 November 2013 pukul 18.00 wita. 
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4.6.5. Analisis Terhadap Budaya Hukum Siri’ Na Pesse’ Sebagai 
Alasan Penghapus Pidana Dan RUU KUHP 
4.6.5.1. Siri’ na Pesse’ Sebagai Alasan Penghapus Pidana 
Menurut penulis, motif siri’ na pesse’ tidak bisa menghapuskan 
kesalahan dari pelaku, sehingga motif siri’ na pesse’ tidak bisa dijadikan 
alasan penghapus pidana, baik itu sebagai alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf. Tindak pidana dengan motif siri’ na pesse’ hanya bisa 
menjadi unsure yang meringankan.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahyuti yang merupakan 
salah satu hakim pengadilan negeri Makassar pada tanggal 17 Januari 
2013, beliau menyatakan bahwa56:  
“dalam praktek, apabila terdapat hal-hal yang meringankan pidana. 
Maka hakim tidak akan memutus pidana maksimal kepada 
terdakwa”. 
 
 Jadi, budaya siri’ na pesse’, kalau mau dikaitkan dengan putusan 
pengadilan, apakah dapat dipertimbangkan atau tidak, tergantung pada 
siapa yang memutuskan. Pengurangan hukuman dari yang semestinya 
pun relative tidak ada ukuran. Apalagi siri’ na pesse’ ini lebih didasarkan 
pada perasaan.57 
Berdasarkan Undang--Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 
Tentang Tindakan--Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan 
                                                          
56
 Eka Hardianti, Skripsi : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Makassar, hlm. 138. 
57
 Nur Farida Mapselleng, op.cit. hlm. 43 
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Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan- Pengadilan Sipil 
dalam Pasal 5 angka 3 bagian b dapat disimpulkan bahwa setelah tindak 
pidana adat yang dilakukan akan diperoses dan diberi sanksi pidana 
sesuai dengan hukum adat selama tidak ada bandingannya dengan 
hukum pidana sipil, yakni KUHPidana. Bila terdapat bandingannya dalam 
KUHPidana, maka sanksi yang akan diberikan disesuaikan dengan 
KUHPidana bukan hukum adat. 
Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana dengan motif siri’ na 
pesse’ yang merupakan wujud dari budaya hukum masyarakat Sulawesi 
Selatan khususnya di Kabupaten Gowa tidak dapat menghapuskan 
kesalahannya dan hanya bisa menjadi hal yang meringankan dan tolak 
ukurnya kembali kepada keyakinan hakim itu sendiri. 
4.6.5.2. Budaya Hukum adat Siri’ na Pesse’ dalam perspektif RUU 
KUHP  
Budaya atau adat Siri’ na Pesse’ di Sulawesi Selatan telah ada jauh 
sebelum KUHP berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi 
seorang hakim untuk melihat nilai yang hidup dalam masyarakat. Di dalam 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Pasal 5 ayat (1) juga menyatakan : 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.” 
 
 Hal ini juga sesuai dengan RUU KUHP tahun 2012 dalam Pasal 2, 
yaitu :  
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(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak 
mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang 
menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan 
tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
(2)  Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip 
hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. 
 Kemudian dalam Pasal 12 RUU KUHP tahun 2012, yaitu : 
 (1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan 
tegaknya hukum dan keadilan. 
(2) Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak 
dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan. 
 Walaupun dalam RUU KUHP tahun 2012 telah dengan tegas untuk 
melihat nilai-nilai dalam masyarakat seperti hukum adat, tetapi dengan 
adanya Undang-Undang Darurat  Nomor 1 Tahun 1951, maka apabila 
tidak ada bandingan antara tindak pidana adat dengan KUHP, maka akan 
berlaku hukum adat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
Pancasila. Hal ini membuat sanksi adat seperti diarak kelliling desa 
dengan telanjang sudah dilarang karena bertentangan dengan nilai 
Pancasila. Akibatnya, dalam pemberlakuan RUU KUHP tahun 2012 ini, 
bisa dikatakan asas legalitas yang tidak murni dan aplikasi nilai hukum 
adat yang tidak murni pula.  
Oleh karena itu, menurut penulis apabila di masa akan datang, 
RUU KUHP terbaru, yakni tahun 2012 akan berlaku, maka nilai yang hidup 
dalam masyarakat sangatlah penting berkaitan dengan mencari keadilan 
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yang sesuai dengan ukuran keadilan masyarakat yang ada dan telah 
terpenuhi dalam RUU KUHP tersebut. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan No. 
66/Pid.B/2012.PN.Sungguminasa adalah sudah tepat. Semua alat 
bukti dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan saling 
mendukung untuk menjadikan terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
selaku pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur 
sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Tetapi, 
dalam dakwaan kedua subsidair, yaitu Pasal 160 KUHP jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-2 merupakan sesuatu yang tidak cermat karena 
terdakwa H.Mantang Dg.Naba hanya melakukan penghasutan 
secara sendirian. 
Indikasi kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu juga 
terlihat dari tindakan terdakwa H.Mantang Dg.Naba berupa : 
 Tidak adanya upaya pencegahan dari terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba untuk menghentikan aksi warga desa untuk menjemput 
korban Ahmad atau menitip pesan kepada warga desa untuk 
menjemput Ahmad dan jangan dibunuh melainkan untuk dibawa ke 
dewan adat untuk menjalani sidang adat. Kemudian terdakwa 
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H.Mantang Dg.Naba semestinya mengetahui bahwa bisa saja 
warga menghakimi korban Ahmad sampai meninggal; 
 Tidak adanya upaya pencegahan terdakwa H.Mantang Dg.Naba 
dengan memberitahukan keberadaan korban Ahmad kepada 11 
(sebelas) dewan adat lainnya untuk bersiap menjalankan sidang 
hukuman kepada korban Ahmad dimana terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba seyogyanya mengetahui bahwa yang bisa menjadi 
eksekutor hukum adat adalah Ana’Gallarrang saja. 
 Tidak adanya upaya pencegahan dari terdakwa H.Mantang 
Dg.Naba berupa ikut serta menemani warga menjemput Ahmad 
selaku tokoh adat yang dihormati oleh masyarakat desa untuk 
mengontrol tindakan warga untuk tidak menghakimi sendiri korban 
Ahmad atau memanggil tokoh adat lainnya untuk menemani 
menjemput korban Ahmad; 
  Tindakan pembiaran dan membantu warga desa untuk menjemput 
Ahmad dengan meminjamkan mobil Pick Up Suzuki Carry DD 8808 
BB yang digunakan warga desa untuk menjemput Ahmad; 
 Ucapan dari terdakwa H.Mantang Dg.Naba yang mengatakan 
“passsirikia”, “jemput Ahmad di Panaikang kemudian selesaikan 
apapun akibatnya, nanti saya yang menanggungnya” menunjukkan 
bahwa terdakwa H.Mantang Dg.Naba telah dengan sengaja dan 
direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban Ahmad. 
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 Tindakan main hakim sendiri oleh warga desa terhadap korban 
Ahmad yang dilakukan di Jembatan Merah yang lokasinya sepi dan 
jauh dari pemukiman mengindikasikan niat untuk membunuh 
korban Ahmad sebelumnya telah direncanakan agar tidak ada yang 
bisa mencegah terjadinya pembunuhan tersebut.  
2. Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 
terdakwa H.Mantang Dg.Naba telah benar dilakukan dengan motif 
siri’na pesse’, akan tetapi dalam hukum adat di Desa Manimbohoi 
yang berhak menjadi eksekutor sanksi adat adalah hakim desa 
atau Ana’Gallarrang, sehingga dalam fakta yang terungkap, 
terdakwa H.Mantang Dg.Naba membunuh korban Ahmad tidak 
sesuai dengan Satuan Operasional (SOP) dari hukum adat di Desa 
Manimbohoi. Sehingga, menurut hukum adat setempat tindakan 
terdakwa H.Mantang Dg.Naba telah melanggar hukum adat bahkan 
menjadikan alasan menegakkan siri’ na pesse’ sebagai alasan 
pembenar dirinya melakukan pembunuhan berencana. 
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan 
No. 66/Pid.B/2012/PNSungguminasa menurut hemat Penulis sudah 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP 
berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan 
terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa 
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H.Mantang Dg.Naba sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban 
Ahmad. Akan tetapi, terdapat beberapa kekurangan, yaitu : 
i) Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani 
perkara, hakim berpendapat tindak pidana dengan motif siri’na 
pesse’ bisa dijadikan hal-hal yang meringankan, tetapi dalam 
putusan yang dibuat, tidak ada secara tegas tertuang motif siri’na 
pesse’ dalam hal yang meringankan.  
ii) Majelis hakim telah memasukkan budaya hukum siri’ na pesse’ 
dalam pertimbangannya. Ini tercermin dari pengambilan 
pertimbangan pada pasal 340 KUHP dan vonis 12 (dua belas) 
tahun penjara yang menurut penulis telah mendekati keadilan. 
Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah melihat nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat sedangkan hukum adat tentang siri’na 
pesse’ masih hidup dan dipegang teguh masyarakat Desa 
Manimbohoi. 
5.2.  Saran  
1. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat 
dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang 
pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni 
terpenuhinya syarat materil dan syarat formil surat dakwaan. Surat 
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dakwaan juga harus memenuhi unsure dalam pasal 143 ayat (2) 
KUHAP; 
2. Segenap aparat penegak hukum seyogyanya selalu melihat nilai 
yang hidup dalam masyarakat termasuk siri’na pesse’. Hakim harus 
memasukkan nilai kehidupan masyakakat Sulawesi Selatan yaitu, 
siri’ na pesse’ secara tegas ke dalam putusannya. Hal ini bertujuan 
untuk mendapatkan putusan yang mendekati keadilan dan bisa 
diterima masyarakat, menjaga kearifan lokal Sulawesi Selatan serta 
menjaga kredibilitas penanganan hukum oleh aparat penegak hukum 
itu sendiri.  
3. Siri’ na Pesse’ sebagai suatu budaya, adat, dan hukum adat bagi 
masyarakat Sulawesi Selatan termasuk di kabupaten Gowa telah 
ada jauh sebelum KUHP berlaku. Oleh karena itu, sepatutnya siri’ na 
pesse’ ini tetap dijaga dan diamalkan sebagai identitas masyarakat 
dan identitas bangsa Indonesia. Hal ini telah terwujud dalam 
rumusan RUU KUHP yang telah men-cover nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat di Indonesia; 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS HUKUM 
KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 
MAKASSAR 90245, TELEPON/FAKSIMILI: 0411-587219, E-MAIL: hukum@unhas.ac.id 
 
      Manimbohoi, … Desember 2013 
 
KUISIONER  
 
Nama    : 
Alamat   : 
Umur    : 
Pekerjaan   : 
Pendidikan Terakhir : 
 
1. Apakah anda tahu tentang adanya dewan pemangku adat di Desa 
Manimbohoi? 
 
a. Ya     b. Tidak 
 
2. Apakah anda tahu tentang adanya Kantor Kepolisian di daerah Desa 
Manimbohoi? 
 
a. Ya     b. Tidak 
 
3. Apakah anda tahu tentang siri’ na pacce’ ? Ya atau Tidak. 
Kalau iya, apa pendapat anda tentang siri’ na pacce’ ?  
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
4. Apakah pelanggaran hukum adat siri; na pacce’ di desa Manimbohoi 
sering terjadi? 
 
a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah 
 
5. Apabila terjadi tindak kejahatan di desa Manimbohoi, kemana anda 
akan melaporkan hal tersebut? 
 
a. Tokoh Pemangku Adat  b. Kepala Desa c. Polisi 
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6. Berdasarkan jawaban anda pada nomor 5 di atas, sebutkan alasan 
anda 
………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................. 
